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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Bank adalah suatu lembaga yang mengumpulkan dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan bank 

merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan di bidang ekonomi, karena bank tersebut bukan hanya sebagai lembaga 

keuangan yang menghimpun dan menyediakan dana. Akan tetapi, memotivasi dan 

mendorong inovasi dalam berbagai cabang kegiatan ekonomi. Dalam penjelasan 

umum undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1992, Tentang Perbankan menyebutkan peranan perbankan nasional 

perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan 

dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor 

perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan 

menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga akan lebih 

memperkuat struktur perekonomian nasional.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah dengan 

pemberian kredit oleh lembaga perbankan. Sesuai definisi, pengertian kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang
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mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. ' Secara etimologi, kredit dapat diartikan pada dua kegiatan, 

yaitu menjual dengan kredit atau membeli dengan kredit. Persamaan dari dua 

pengertian terletak pada pembayarannya, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan 

angsuran dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah pinjaman dari 

lembaga keuangan bank yang pengembalian kreditnya dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu secara angsuran.

Bank dalam memberikan suatu fasilitas kredit kepada seseorang atau badan 

hukum yang menerima kredit tersebut (Debitur), maka bank harus mempunyai 

keyakinan bahwa uang yang dipinjamkannya tersebut akan kembali. Prinsip yang 

harus diperhatikan oleh bank adalah watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek 

usaha dari calon debitur, yang kemudian dikenal dengan sebutan “thefive C ofcredit 

analysis " atau prinsip 5 C’s. pada prinsipnya konsep 5 c’s ini akan dapat memberikan 

informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar debitur untuk melunasi 

kembali pinjaman berikut bunga dan beban lainnya.

Sebelum berlakunya peraturan yang mengatur mengenai Hak Tanggungan, 

Pemberian kredit oleh suatu lembaga perbankan mengharuskan kepada peminjam 

untuk menyerahkan suatu jaminan yang menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (B.W), segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa 

benda-benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru 

akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya.

Bagi kreditur pemberian jaminan secara umum ini kurang menguntungkan 

karena akan menimbulkan dilema jika terdapat beberapa kreditur dan peminjam tadi

^ndonesiaiaY Undang-Undang Tentang Perbankan, UU - T a h u n 1998-Tentang_ Perubahan 
,uas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992,1.N No.lS2 Tahun 1998, n.N No.3472, Ketentuan umum

PaSaI 1 ^Rachmad. Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta Gramcdia Pustaka 
Utama ,2001), hal.246.
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cidera janji terhadap para kreditur tersebut sehingga secara otomatis semua kreditur

tersebut harus meminta pemenuhan dari utang si peminjam tersebut dari hartanya

yang akan di bagi-bagi kepada para kreditur tersebut.

Untuk lebih memberikan jaminan akan adanya pembayaran oleh Debitur

tersebut maka oleh Pemerintah telah dikeluarkan peraturan yang khusus mengatur hal

tersebut, yaitu dalam Pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Undang-Undang No.4 tahun 1996 Pasal 1

butir 1 yang menyebutkan;3

** Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 
dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor- 
kreditor lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan tersebut 

adalah:

1. Merupakan hak jaminan untuk pelunasan hutang.

2. Obyeknya berupa hak atas tanah tertentu.

3. Dapat di bebankan atas tanahnya saja, dapat pula di bebankan berikut 

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

4. Hutang yang di jamin harus merupakan suatu hutang tertentu.

5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 

terhadap kreditur-kreditur lain.

Hak Tanggungan merupakan salah satu bentuk dari hak jaminan yang 

mempunyai fungsi untuk melindungi hak-hak dari pihak kreditur apabila debitur

Indonesia (b), Undang-undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 
Berkaitan Dengan Tanah, UU No.4 Tahun 1996, LN No.42 Tahun 1996, TLN No. 3632, Pasal 1 angka
1.
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cidera janji, atau dengan kata lain jaminan merupakan sarana perlindungan bagi 

kreditur yang akan merasa aman dalam memberikan piutang kepada debitur.

Rasa aman ini timbul karena Hak Tanggungan memberikan sifat preferen 

bagi pemegangnya.4 Disamping itu pula, pemberi dan penerima kredit serta pihak lain 

yang terkait mendapat suatu perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang 

kuat dan dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang 

berkepentingan.3

Untuk memberikan jaminan yang memadai kepada pihak kreditur maka Hak 

Tanggungan merupakan salah satu alternatif yang sekarang ini dalam praktik 

perbankan sering digunakan. Dalam Hak Tanggungan kedudukan kreditur dijamin 

secara umum serta memperoleh kedudukan yang kuat, karena kreditur pemegang Hak 

Tanggungan mempunyai kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lain.

Kedudukan yang diutamakan dari kreditur lain ini adalah jika debitur cidera 

janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum 

tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan perundang-undangan yang 

bersangkutan, dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lain.

Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi 

preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku.6 Hak Tanggungan merupakan suatu peijanjian yang bersifat “accesoir” dari 

suatu peijanjian lain, yang umumnya berupa peijanjian pinjam-meminjam uang 

(utang-piutang), yang dijamin pelunasannya dengan suatu peijanjian Hak 

Tanggungan antara kreditur dengan debiturnya yang akan berakhir bilamana 

peijanjian utang-piutang tersebut berakhir.

4Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Hak Tanggungan Baru, (Bandung: Citra 
Aditva Bakti. 1996 ), hal.9.

'Maria S. W Sumardjono, Prinsip Dasar dan Beberapa Isyu di seputar Umdang-Undang Hak 
Tanggungan, (Makalah disampaikan pada seminar UUHT di FH UI, D epo k , 1 9 9 6 ) ,
h a l . 1 .

3Indonesia (b). Opcit, penjelasan umum angka 4
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Dalam praktik perbankan, sering teijadi sengketa antara debitur dengan pihak 

ketiga mengenai objek yang dijadikan jaminan. Hal ini mengakibatkan pihak bank 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi atas objek jaminan yang 

dijadikan sengketa dengan pihak ketiga apabila debitur cidera janji.

Kreditur Pemegang Hak Tanggungan diberi hak untuk menjual melalui 

pelelangan umum obyek jaminan Hak Tanggungan yang merupakan kelanjutan dari 

Sita Eksekusi. Hal ini ditegaskan pada pasal 200 ayat (1) HIR, yang berbunyi :

“Penjualan barang yang disita dilakukan dengan bantuan kantor lelang, atau 
menurut keadaan yang akan dipertimbangkan Ketua, oleh yang melakukan penyitaan 
itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh Ketua untuk 
itu dan berdiam ditempat dimana penjualan itu harus dilakukan atau didekat tempat 
itu”

Jadi, setelah sita eksekusi dilaksanakan, undang-undang memerintahkan 

penjualan barang sitaan. Cara penjualannya dengan perantaan Kantor Lelang, dan 

penjualannya disebut Lelang.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR dalam pelaksanaan 

lelang, Ketua Pengadilan Negeri wajib meminta invertensi kantor lelang, dalam 

bentuk bantuan menjalankan penjualan barang sitaan dimaksud, Sehubungan dengan 

itu, untuk memahami penjualan lelang tersebut, perlu berbagai aspek yang berkaitan 

dengannya.

Dalam pelaksanaan penjualan lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang dengan 

dibuatkan Risalah Lelang; tanpa adanya Risalah Lelang maka penjualan lelang 

tersebut tidak sah, karena pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberikan 

kepastian hukum tentang hal-hal yang teijadi, karena apa yang teijadi tidak tercatat 

secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.

Dalam tesis ini penulis membahas kasus dimana Bank sebagai pemegang Hak 

Tanggungan atas obyek Jaminan Hak Tanggungan berupa sebidang tanah dan 

bangunan diatasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Gongangdia seluas 682 M2,
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terletak dan dikenal sebagai jalan Suwiryo No. 49 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan 

Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat,milik Nyonya JUDITH SOERYADJAYA sebagai 

Penggugat yang telah dijaminkan oleh PT. SWAKARSA BINASEJAHTERA 

(Tergugat I) kepada PT. BANK ARTAMEDIA (Tergugat II), pada putusan No : 

137/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Juli 2000, yang memutuskan pada intinya 

sebagai berikut:

1. Menyatakan tanah dan bangunan diatasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor 

198/Gondangdia seluas 682 M2, terletak dan dikenal sebagai jalan 

Suwiryo No. 49 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, 

Kotamadya Jakarta Pusat, adalah sebagai jaminan hutang Tergugat 1 ( 

PT. SWAKARSA BINASEJAHTERA ).

2. Menghukum Tergugat I untuk segera membayar hutangnya kepada

Tergugat II sebesar Rp. 3.350.000.000,- ( tiga milyar tigaratus

limapuluh juta rupiah) setelah perkara ini diputus.

3. Menyatakan Akta Penyerahan Jaminan tanggal 12 Maret 1999 dan akta 

Kuasa Nomor 18 Tanggal 23 Maret 1999 dibuat dihadapan Notaris Tahir 

Kami 1 i, SH sepanjang mengenai tanah Sertipikat Hak Milik No. 

198/Gondangdia, berikut banguan rumah tinggal diatasnya yang terletak 

di Jalan Suwiryo No. 49 Menteng Jakarta Pusat adalah tidak mempunyai 

kekuatan hukum;

4. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan 

Berita Acara Sita Jaminan tanggal 14 April 2000 No. 

137/PDT.G.2000/PN.JKT.PST terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak 

Milik No. 198/Gondangdia, berikut banguan rumah tinggal diatasnya 

yang terletak di Jalan Suwiryo No. 49 Menteng Jakarta adalah syah dan 

berharga.
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Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut PT. SWAKARSA 

BINASEJAHTERA dan PT. BANK ARTAMEDIA, mengajukan banding pada 

Pengadilan Tinggi dengan amar putusannya No. 335/Pdt/2001/PT.DKI tertanggal 27 

November 2001 yang inti dari putusannya sebgai berikut:

1. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan 

Berita Acara Sita Jaminan tanggal 14 April 2000 No. 

137/PDT.G.2000/PN.JKT.PST terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak 

Milik No. 198/Gondangdia, seluas 682 M2 berikut banguan rumah 

tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Suwiryo No. 49 Menteng Jakara 

adalah tidak sah dan tidak berharga

2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat sita 

jaminan tersebut.

Dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi tersebut maka Nyonya 

JUDITH SOERYADJAYA mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang isi dari 

putusannya nomor 1401 K/Pdt/2003 tanggal 15 Maret 2006 menolak permohonan 

kasasi.

Membaca dari uraian kasus tersebut diatas bahwa setelah berlakunya Undang 

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- 

Benda yang Berkaitan Dengan Tanah maka Akta Penyerahan Jaminan sebagai dasar 

pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dinyatakan batal demi hukum, 

maka seharusnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan harus dinyatakan gugur.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan yang hendak diteliti 

adalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak kreditur sebagai pemegang Hak 

Ttanggungan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1401 K/Ptd/2003 ?

2. Apakah putusan hakim sudah tepat/sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 

Tahun 1996 yang menyatakan Akta Penyerahan Jaminan dinyatakan batal?

3. Upaya apakah yang bisa dilakukan untuk melindungi pemegang Hak 

Tanggungan ?

4. Bagaimanakah kedudukan Hak Tanggungan dengan dinyatakan batalnya 

Akta Penyerahan Jaminan sebagai dasar dibuatnya Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan?

C. MeVode Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian kepustakaan yang 

bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang di 

peroleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Dalam 

melakukan penelitian ini dipergunakan studi dokumen, yaitu beaipa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan 

penelitian ini.

Bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini 

diantaranva Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 4 Tahun 

1996 Tentang Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang 

Berkaitan Dengan Tanah , Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1401 K/Pdt/2003 yang 

merupakan putusan dari kasus yang akan dibahas dalam tesis ini.
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Bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian berupa 

buku-buku, makalah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan 

bahan hukum tersier yang dipergunakan berupa bahan-bahan yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus 

bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

yang bersifat kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan bersifat evaluatif 

analitis.

D. Sistematika Penulisan

Pada bagian sistematika penulisan ini akan diberikan penjabaran secara 

singkat isi dari tesis yang terbagi dalam 3 (tiga) bab. Isi dari tiap-tiap bab tersebut 

secara singkat adalah sebagai berikut;

Pada Bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan dari judul 

penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang akan dibahas, penggunaan metode 

penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada Bab I I : Analisis Yuridis Kasus Utang Piutang Yang Berakibat pada 

Kedudukan Bank Selaku Pemegang Hak Tanggungan ( Analisis Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1401 K/Pdt/2003 tanggal 15 

Maret 2006) terdiri dari tiga bagian yaitu bagian A tentang Tinjauan Umum 

Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan, bagian B tentang Hak Tanggungan Sebagai 

Jaminan Kredit dan bagian C mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

sebagai dasar Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Pada bagian A akan 

dibahas pengertian perjanjian kredit pada umumnya, perkreditan bank umum 

termasuk di dalamnya Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit, Prinsip-Prinsip Pemberian
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Kredit, Beberapa Batasan dan Larangan Pemberian Kredit. Pada bagian B akan 

dibahas Landasan Hukum Hak Tanggungan, Pengertian Hak Tanggungan, Obyek 

Hak Tanggugan, Sifat Dan Ciri-Ciri Hak Tanggungan, Pemberi Dan Pemegang Hak 

Tanggungan, Titel Eksekutorial Pada Hak Tanggungan, Penyelesaian Obyek Jaminan 

yang Dibebani Hak Tanggungan, Permasalahan Eksekusi Obyek Hak Tanggungan 

dalam Praktik . Pada Bagian C akan dibahas Pemberian Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan, Larangan dan Persyaratan Pembuatan SKMHT, Analisis Terhadap 

Obyek Hak Tanggungan Dalam Kasus Utang Piutang.

Pada Bab III, yang merupakan bab penutup pada penulisan tesis ini penulis 

mencoba mengemukakan kesimpulan dari bab-bab dalam penulisan dan penulis juga 

mencoba memberikan saran.
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BAB II

ANALISIS YURIDIS KASUS UTANG PIUTANG YANG BERAKIBAT PADA 

KEDUDUKAN BANK (KREDITUR) SELAKU PEMEGANG HAK

TANGGUNGAN

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

No. 1401 K/Pdt/2003 tanggal 15 Maret 2003)

A.Tinjauan Umum Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian Peijanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang 

berbunyi; “suatu peijanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terdapat 

kelemahan yaitu yang menyatakan “satu orang atau lebih mengikatkan diri 

terhadap satu orang lain atau lebih Kata mengikatkan mengandung makna 

tidak hanya datang dari satu pihak saja, melainkan dari kedua belah pihak. 

Sedangkan maksud dari peijanjian adalah mengikatkan diri dari kedua belah 

pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidak-tidaknya harus ada
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rumusan “saling mengikatkan diri5’. Jadi nampak jelas adanya 

konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.1

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang 

beijanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara 

kedua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan 

perikatan antara kedua orang yang membuatnya.2

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut seolah-olah mengandung suatu 

pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang beaipa dan 

berisi apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti 

suatu undang-undang. Tentu kebebasan itu dengan pembatasan tidak melanggar 

undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas 

konsensuaiitas (sepakat), berarti suatu perjanjian harus ada kesepakatan. Suatu 

perjanjian juga dinamakan persetujuan. Asas konsensuaiitas mengandung 

pengertian bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul itu sudah 

lahir sejak tercapainya kata sepakat. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan: 

untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka 

yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal 

tertentu, suatu sebab yang halal”.

Dari uraian pasal tersebut tidak disebutkan suatu form alitas te rten tu  di 

samping kesepakatan yang telah tercapai itu, m aka dapat d isim pulkan  b a h w a

'Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan -  Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari 
Undang-Undang, Cet. 1,(Semarang : Mandar Maju, 1994), hal. 45.

-Subekti, Hukum Perjanjian, Cet 10, (Jakarta : Intermasa, 1985), hal.l.
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suatu peijanjian itu sudah sah apabila tercapai kata sepakat mengenai hal-hal 

pokok dari peijanjian itu. Namun terhadap asas konsensualitas terdapat 

pengecualian; dalam undang-undang telah ditetapkan formalitas tersebut untuk 

beberapa jenis peijanjian dengan ancaman batalnya peijanjian tersebut apabila 

tidak memenuhi bentuk atau cara yang dimaksud, misalnya peijanjian 

penghibahan untuk benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, 

peijanjian perdamaian dilakukan secara tertulis dan sebagainya. Perjanjian- 

perjanjian yang telah ditetapkan suatu formalitasnya tertentu dinamakan 

peijanjian formil.

2. Perkreditan Bank Umum

a. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti kepercayaan. Dapat 

dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur percaya 

bahwa dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat 

mengembalikan/ membayar kembali utangnya.3

UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menggunakan dua istilah yang 

berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit yaitu 

istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998:

’Teredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga”.

3Rahmadi Usman, Op. Cit., hal. 236.
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Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 10

Tahun 1998 adalah:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang 
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Penggunaan istilah tersebut tergantung pada kegiatan usaha yang 

dijalankan oleh bank, apakah bank dalam menjalankan usahanya secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank yang menjalankan usahanya 

secara konvensinal menggunakan istilah kredit, sedangkan bank yang menjalankan 

usahanya berdasarkan syariah menggunakan istilah pembiayaan berdasarkan 

syariah. Perbedaan rumusan kedua istilah tersebut, terletak pada bentuk kontra, 

prestasi yang diberikan debitur kepada kreditur (bank) atas pemberian kredit atau 

pembiayaannya. Pada bank konvensional, kontra prestasinya berupa bunga, 

sedangkan bank syariah kontra prestasinya dapat berupa imbalan atau bagi hasil 

sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur yang 

terkandung dalam kredit, yaitu :

1. kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang 

diberikan debitur untuk dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu 

yang telah diperjanjikan;

2. waktu yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan 

pelunasannya yang telah disepakati antara kreditur dan debitur;

3. prestasi yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada 

saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit 

antara bank dan debitur berupa uang dan bunga atau imbalan;
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4. resiko yaitu adanya resiko yang mungkin teijadi selama jangka waktu antara 

pemberian kredit dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk 

mengamankan pengembalian dana atas pemberian kredit dan menutup 

wanprestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan jaminan dan angunan.

b. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam 

setiap pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat 

dan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta penilaian seksama pada berbagai 

aspek.4

Tahap analisis pemberian kredit merupakan tahap yang paling penting, ini 

merupakan tahap bagi bank untuk memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah 

debitur mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melunasi kreditnya yang 

diberikan oleh bank. Bank melalui analisisnya menentukan creditworthiness dari 

calon nasabah debitur dengan usaha preventif antara, lain:5

1. Tahap sebelum pemberian kredit diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank

mempertimbangkan permohonan kredit calon nasabah debitur, yaitu tahap 

analisis pemberian kredit.

2. Tahap setelah kredit diputuskan pemberiannya dan penuangannya dalam 

peijanjian kredit, yaitu tahap pembuatan peijanjian kredit.

3. Tahap setelah peijanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak dan

selama kredit itu digunakan oleh debitur sampai jangka waktu kredit belum 

berakhir, yaitu tahap pengawasan dan pengamanan kredit atau tahap

pemantauan dan pengamanan kredit.

4Ibid.. hal. 246.
Teguh Pujo Mulyono, Manajemen Perkreditan Sebagai Bank Komersial, Edisi ketiga, (Yogyakarta: 

BPEE, 1993), hal. 39.
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Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998, yang harus dinilai 

oleh Bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan 

dan prospek usaha dari debitur, yang kemudian dikenal dengan istilah "the five C 

o f credit analysis” atau prinsip 5 C’s.

Berpedoman pada prinsip 5 C’s ini kreditur dapat memperoleh informasi 

mengenai itikad baik dan kemampuan membayar debitur untuk melunasi kembali 

pinjaman beserta bunganya.

Menurut Munir Fuady, selain menerapkan prinsip 5 C’s juga menerapkan 

apa yang dinamakan dengan prinsip 5 P’s, sebagai berikut:0

1. Party (Para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian 

kredit. Pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap 

para pihak, dalam hal ini debitur, bagaimana karakter, kemampuan dan 

sebagai nya.

2. Purpose (tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak 

kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal positif 

yang dapat menaikkan income perusahaan, dan harus pula diawasi agar kredit 

tersebut benar-benar diperuntukan untuk tujuan seperti yang diperjanjikan 

dalam perjanjian kredit.

3. Payment (pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur 

cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian iWYiarapkan bahwa 

kredit yang akan dikucurcVam lersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang 

bersangkutan.

6Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti , 1 9 9 6 ) ,
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4. Profitability (perolehan laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu 

pemberian kredit. Untuk kreditur harus berantisipasi apakah laba yang akan 

diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah 

pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash 

flow, dan sebagainya.

5. Protection (perlindungan)

Perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu 

perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding, atau 

jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan.

C. Beberapa Batasan dan Larangan Dalam Pemberian Kredit

Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan terutama dalam hal 

penyaluran kredit, bank harus bertindak sesuai dengan prisip kehati-hatian. 

Prinsip kehati-hatian merupakan dasar ditetapkannya beberapa pembatasan dan 

larangan dalam pemberian kredit.

Salah satu pembatasan utama dalam pemberian kredit adalah ketentuan 

BMPK yaitu suatu prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan kredit 

terhadap modal bank. Besarnya BMPK ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai 

Bank Sentral. Dalam kerangka penyediaan ini terdapat beberapa pengecualian 

yaitu: penanaman dana pada SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan surat utang yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, bagian dana yang diterbitkan atau dijamin 

oleh Bank Indonesia, penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi 

kredit, bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai berupa giro, 

deposito, tabungan, setoran jaminan yang diblokir disertai dengan surat kuasa
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pencairan, penempatan sepanjang program penjaminan pemerintah masih berlaku 

dan bank tersebut memenuhi persyaratan program penjaminan.

Beberapa pengecualian lainnya termasuk adanya pengecualian dari 

definisi kelompok untuk penyediaan dana dalam bentuk kredit dengan pola 

kemitraan, perluasan cakupan BMPK terutama penyediaan dana kepada pihak 

terkait dan tidak diperhitungkannya bentuk penyertaan kepada bank lain dalam 

BMPK sepanjang laporan keuangan bank dikonsolidasikan serta pengecualian 

lainnya sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Bank Indonesia PBI 

No.7/3/2005 tanggal 20 Januari 2005. BMPK ditetapkan sebagai berikut :

a. BMPK kepada BUMN atau pembiayaan proyek yang mempengaruhi hajat 

hidup orang banyak dan infrastruktur ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh 

persen) dari modal bank

b. BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 25% (dua 

puluh lima persen) dari modal bank tersebut khusus untuk debitur kelompok 

peminjam

c. BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 20% (tiga 

puluh persen) dari modal bank tersebut khusus untuk 1 debitur/peminjam

d. BMPK untuk pihak terkait ditetapkan setinggi tingginya sebesar 10% dari 

modal bank.

Selain pembatasan mengenai jumlah maksimal kredit perbankan ada 

beberapa larangan dan pembatasan lain dalam pemberian kredit yang patut untuk 

diketahui yaitu :

a. Bank dilarang memberikan kredit baik dalam Rupiah atau dalam Valuta 

Asing (Valas) kepada perorangan atau perusahaan yang berstatus bukan
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penduduk (non resident), termasuk bukan penduduk yang telah menerima 

surat kuasa. Dasar hukum ketentuan ini ada dalam SE61 No.SE.8/28/UPK 

Tanggal 27 November 1975 sebagaimana diubah dengan PBI 

No.3/3/PBI/2001.

b. Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak 

memenuhi kewajiban penyampaian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan 

Laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam SK Direksi BI 

No.27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP 

Dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit.

c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan 

modal keija dalam rangka kegiatan jual-beli saham sebagaimana yang 

ditetapkan dalam SK Direksi BI No.24/32/KEP/DIR dan SEBI No.24/l/UKU 

masing-masing tanggal 12 Agustus 1991 tentang Pembatasan Pemberian 

Kredit Untuk Pembelian Saham Dan Pemilikan Saham Oleh Bank.

d. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk Setoran Margin Deposit 

Transaksi Derivatif sesuai dengan SK Direksi BI No.28/119/KEP/DTR 

tanggal 29 Desember 1995.

e. Pembatasan pemberian kredit oleh bank untuk pengadaan dan pengolahan 

tanah sebagaimana ditetapkan dalam SK Direksi BI No.30/46/KEP/DIR dan 

SEBI No.30/2/UKU masing-masing tanggal 7 Juli 1997 tentang Pembatasan 

Pemberian Kredit Untuk Pembiayaan Pengadaan Dan Atau Pengolahan 

Tanah.

f. Larangan bagi bank untuk menerima pelunasan kredit dengan Commercial 

Paper (CP) menurut SK Direksi BI No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 

1995.

j
- L
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g. Larangan untuk memberikan kredit sebagai pembiayaan yang bertentangan 

dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata 

dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat kausa yang halal yaitu tidak 

boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pembatasan seperti tersebut diatas merupakan upaya dalam rangka sikap 

berhati-hati dan penuh perhitungan yang matang dalam melakukan kegiatan 

perkreditan {pnidential banking). Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari 

atau mengurangi resiko dalam pemberian kredit. Sehingga dunia perbankan dapat 

menjalankan kegiatan perkreditan dengan sebaik mungkin dan tingkat kesehatan 

bank tetap terjaga.

B. Hak Tanggungan sebagai Jaminan Kredit

1. Landasan Hukum Hak Tanggungan

Tanggal 9 April 1996 diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah atau disebut Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), untuk memenuhi 

ketentuan Pasal 51 UUPA. Sebelum berlakunya UUHT sesuai dengan ketentuan 

Pasal 57 UUPA, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hipotik yang diatur 

dalam buku II KUH Perdata Indonesia dan Credietverbcind yang diatur dalam Stb. 

1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937-190, sepanjang mengenai hal- 

hal yang belum ada ketentuannya dalam UUPA.

Dengan telah disahkan dan undangkannya UUHT, berarti bukan saja tercipta 

unifikasi Hukum Tanah Nasional, tetapi benar-benar makin memperkuat terwujudnya 

tujuan UUPA yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan 

jaminan kepastian VvaVum mengenai hak-hak atas tanah termasuk hak jaminan atas 

tanah. Sebelum dikeluarkannya UUHT sering kali timbul perbedaan persepsi dalam
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pelaksanaan hukum jaminan atas tanah, misalnya mengenai pencantuman titel 

eksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan lain-lain, sehingga mencerminkan kurangnya 

kepastian hukum dalam pemberian jaminan tersebut.

Dalam UUHT tersebut, telah diatur suatu lembaga hak jaminan atas tanah 

yang kuat dengan ciri-ciri :

1. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada

pemegangnya.

2. selalu mengikuti obyek yang dijamin dalam tangan siapapun obyek 

itu berada.

3. memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat

pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan.

4. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHT telah menentukan pengertian Hak Tanggungan, 

yaitu: “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disebut “Hak Tanggungan” adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrana, berikut atau 

tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 

pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”.

2. Pengertian Hak Tanggungan

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang 

tertentu yang memberikan kedudukan di utamakan kepada kreditur tertentu terhadap 

kreditur-kreditur lain yang dalam hal ini berhak untuk menjual melalui pelelangan
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umum dan cara lainnya terhadap tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan- 

ketentuan perundangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu dari pada kreditur 

lain dalam hal pemenuhan pembayaran utangnya yang dijamin dengan Hak 

Tanggungan tersebut.

3. Obyek Hak Tanggungan

Dalam UUHT ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang 

membedakan Hak Tanggungan dengan lembaga jaminan yang ada sebelum 

dikeluarkannya Undang-Undang tersebut. Salah satu di antaranya ialah pencantuman 

“benda-benda yang berkaitan dengan tanah” dalam pembebanannya.

Sebagaimana diketahui Hukum Tanah Nasional didasarkan pada hukum adat 

yang menggunakan asas pemisahan horisontal; benda-benda yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah menurut hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang 

bersangkutan. Oleh karena itu setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah, 

tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut. Namun demikian penerapan 

asas-asas hukum adat tidaklah mutlak, melainkan selalu memperhatikan dan 

sesuaikan dengan perkembangan kenyataan dan kebutuhan masyarakat yang 

dihadapi.

Pembebanan Hak Tanggungan atas tanah dimungkinkan pula meliputi benda- 

benda yang ada di atasnya sepanjang benda-benda tersebut merupakan satu kesatuan 

dengan tanah yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (4) dan (5) UUHT menentukan bahwa 

obyek Hak Tanggungan dapat meliputi bangunan, tanaman, dan hasil karya yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah. Hak Tanggungan pada dasarnya adalah Hak
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Tanggungan yang dibebankan atas tanah. Hal ini sesuai dengan asas pemisahan 

horizontal yang dianut hukum tanah nasional yang didasarkan pada hukum adat.7

Namun dalam kenyataan di atas tanah yang bersangkutan sering terdapat 

benda berupa bangunan, tanaman maupun hasil karya lain yang secara tetap 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Benda-benda tersebut dalam praktiknya 

juga diterima sebagai jaminan kredit bersama-sama denga tanah yang bersangkutan, 

bahkan tidak ada pemberian hak tanggungan yang hanya mengenai tanah 

saja,sedangkan di atas tanah tersebut ada bangunannya. Dalam Pasal 4 ayat (4) dan 

(5) UUHT memberikan penegasan bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas tanah 

dimungkinkan meliputi juga benda-benda tersebut,seperti yang sudah dilakukan dan 

dibenarkan dalam praktik selama ini. Untuk tetap berdasarkan pada asas pemisahan 

horisontal, pembebanan atas bangunan, tanaman dan hasil karya tersebut harus secara 

tegas dinyatakan dalam akta pembebanan Hak Tanggungan atas tanah yang 

bersangkutan.8

Dalam UUHT selain Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan 

sebagai hak-hak atas tanah yang wajib didaftarkan dan dapat dipindah tangankan, 

maka Hak Pakai atas tanah negara dimungkinkan untuk dijadikan obyek Hak 

Tanggungan, dengan ketentuan Hak Pakai atas Tanah Negara tersebut wajib 

didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan.

Hak atas tanah yang dapat dijadikan sebagai obyek Hak Tanggungan harus 

memenuhi 2 unsur pokok, yaitu:

1. Hak atas tanah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, wajib 

didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk memenuhi asas publisitas.

2. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindah tangankan.

7Sudaryanto W., " p o k o k - p o k o k  K e b i j a k s a n a a n  U n d a n a -U n d a r .~  
Hak T a n g g u n g a n ", Seminar Nasional UUHT tanggal 10 April 1 
Fakultas Hukum Universitas Trisakti,Jakarta, hal. 10.

' l 'JD id ., hal. 5.

Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH UI, 2008



Dalam UUPA hak-hak yang sudah jelas memenuhi kedua syarat tersebut diatas 

adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. Oleh karena itu, ketiga 

jenis hak itu ditunjuk dalam Pasal 25,33 dan 39 UUPA sebagai hak-hak yang dapat 

dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Sehubungan dengan itu 

yang disebut dalam Pasal 51 UUPA juga hak milik, hak guna usaha dan hak guna 

bangunan.9 Hal ini tidaklah berarti bahwa yang dapat dibebani Hak Tanggungan 

untuk selanjutnya terbatas pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna 

Bangunan saja.

Hak Pakai dalam UUPA tidak ditunjuk secara khusus sebagai obyek Hak 

Tanggungan karena tidak semua Hak Pakai memenuhi kedua syarat diatas. 

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 41 UUPA, hak pakai dirumuskan sebagai 

berikut:

“hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang 
dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat 
yang berwenang memberikannya atau dalam peijanjian dangan pemilik 
tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau peijanjian pengolahan 
tanah,segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan -  
ketentuan Undang-Undang ini”.

Dalam prakieV ada hak pakai yang diberikan pada instansi-instansi 

pemerintah untuk digunakan sendiri kepada badan-badan keagamaan dan sosial untuk 

digunakan sendiri untuk peribadatan dan sosial, kepada negara-negara asing untuk 

gedung kedutaan dan rumah duta, yang berlaku selama tanahnya digunakan untuk itu. 

Hak pakai yang demikian tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, kalau tidak lagi 

diperlukan tanahnya harus dikembalikan kepada negara. Selain itu ada hak pakai yang 

diberikan kepada badan-badan hukum dan perorangan untuk berbagai keperluan, 

dengan jangka waktu tertentu dan dapat dipindah tangankan. Semua hak pakai 

tersebut semula tidak ada yang termasuk hak yang didaftar. Kiranya dapat dimengerti

Pasal 4 ayat ( 1) .
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bahwa hak pakai dalam pengertian yang beraneka ragam tersebut tidak disebut oleh 

UUPA sebagai hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan.10

Penggunaan Hak Pakai sebagai Jaminan Kredit dengan berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 

dan Hak Pakai Atas Tanah Negara (PP No.40/1996), lebih diperluas lagi yaitu Hak 

Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan dimungkinkan untuk dibebani Hak Tanggungan 

(Pasal 53 ayat (1) PP No.40/1996).

Selain tanah-tanah yang sudah bersertipikat, tanah-tanah yang belum 

bersertipikat juga dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. 

Kemungkinan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang hak 

atas tanah yang belum bersertipikat untuk memperoleh kredit. Hal ini bertujuan selain 

untuk menampung kepentingan para pihak yang memerlukan uang yang kebanyakan 

adalah golongan ekonomi lemah, juga memenuhi ketentuan Pasal 8 UU No.10 Tahun 

1984 bahwa tanah-tanah yang bukti kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, 

yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk pajak dan lain-lain yang 

sejenis dapat digunakan sebagai agunan.

4. Sifat Dan Ciri-Ciri Hak Tanggungan

Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi dimana Hak 

Tanggungan tersebut akan membebani secara utuh obyek Hak Tanggungan dan setiap 

bagian dari padanya. Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti 

terbebasnya sebagian obyek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan itu 

melainkan Hak Tanggungan tersebut akan tetap membebani seluruh obyek Hak 

Tanggungan untuk sisa utang yang belum dibayar.

l0A.P.lindungan, Komentar Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- 
Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU No.4 Tahun 1996 Tanggal 9 April 1996/Lembar Negara 
No.42) dan Sejarah Terbentuknya, Cet. I, (Medan: Mandar Maju, 1 996 )  , h a l . 4 3 .
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Mengenai sifat tidak dapat dibagi ini terdapat pengecualian apabila pada Akta 

Pemberian Hak Tanggungan diperjanjikan lain, yang berarti dalam hal ini Hak 

Tanggungan tersebut dibebankan pada beberapa hak atas tanah yang pada Akta 

Pembebanan Hak Tanggungan tersebut terdapat janji bahwa pelunasan utang yang 

besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian 

dari obyek Hak Tanggungan yang akan di bebaskan dari pembebanan Hak 

Tanggungan tersebut maka Hak Tanggungan tersebut hanya akan membebani sisa 

obyek Hak Tanggungan guna menjamin sisa utang yang belum dilunasi.

Hak Tanggungan bersifat Accesoar dimana pemberian jaminan berupa Hak 

Tanggungan ini merupakan suatu perjanjian yang tidak berdiri sendiri melainkan 

merupakan suatu perjanjian yang mengikuti perjanjian lain yang merupakan 

perjanjian pokoknya yang biasanya berupa suatu perjanjian yang menimbulkan suatu 

hubungan Utang Piutang. Dengan demikian suatu )am\nan sangat tergantung dari 

keberadaan dan berakhirnya perjanjian pokoknya.

Hak Tanggungan sebagai suatu lembaga jaminan atas tanah mempunyai ciri- 

ciri yang antara lain:

1. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegang Hak 

Tanggungan tersebut (Droit de preference).

2. mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek Hak Tanggungan tersebut

berada (Droit de suite).

3. memenuhi azas spesialitas dan azas publisitas dimana azas spesialitas dari Hak 

Tanggungan ini wajib dicantumkan termuat di dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan yaitu sebagai berikut:

a. nama dan identitas para pihak

b. domisili para pihak

c. utang yang dijamin dan jumlahnya
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d. nilai tanggungan

e. uraian yang jelas mengenai obyek hak tanggungan

Mengenai pemenuhan azas publisitas dari Hak Tanggungan ini dilakukan 

dengan adanya kewajiban untuk mendaftar Hak Tanggungan tersebut 

Kantor Pertanahan setempat sehingga mengikat terhadap pihak ketiga.

4. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya

a. Pemegang Hak Tanggungan tersebut bisa menjual obyek yang dijaminkan

dengan Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaan sendiri apabila debitur 

cidera janji

b. Obyek Hak Tanggungan tersebut bisa dijual dibawah tangan atas 

kesepakatan Pemberi dan pemegang Hak Tanggungan jika dengan demikian 

akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak 

dengan persyaratan tercantum dalam pasal 20 ayat (3) UUHT

Penggunaan lembaga Parate Eksekusi yang diatur dalam Pasal 224 HIR dan 

Pasal 258 RBG.

5. Pemberi Dan Pemegang Hak Tanggungan

Para pihak dalam Hak Tanggungan adalah pemberi Hak Tanggungan dan 

pemegang Hak Tanggungan /Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan 

atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Mengenai pemberi Hak Tanggungan ini J. Satrio menyatakan bahwa yang 

dimaksud sebagai pemberi Hak Tanggungan tersebut adalah pemilik tanah yang

i
A
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dibebani dengan Hak Tanggungan sampai sejumlah uang tertentu sesuai dengan 

kesepakatannya dalam menjamin suatu perikatan utang.11

Secara prinsip pembebanan Hak Tanggungan atas hak atas tanah harus 

dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap obyek Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan 

dilakukan karena Hak Tanggungan tersebut baru lahir pada saat didaftarkan, sehingga 

kewenangan tersebut harus ada pada pemberi Hak Tanggungan terhadap objek Hak 

Tanggungan tersebut pada saat didaftarkannya Hak Tanggungan tersebut.

Sedangkan pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau 

badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang atau kreditur yang 

pada umumnya berupa lembaga keuangan. Dalam praktik badan hukumlah yang lebih 

banyak meng'

6. Titel Eksekutorial Hak Tanggungan.

Pada sertipikat Hak Tanggungannya dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ’ yang mempunyai kekuatan eksekutorial 

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap, yang dengan adanya irah-irah tersebut maka Hak Tanggungan ini memberikan 

kepada kreditur jaminan bahwa terhadap jaminan tersebut akan mudah dan pasti 

dalam pelaksanaan eksekusinya dalam hal debitur cidera janji, dan juga sertipikat Hak 

Tanggungan tersebut dinyatakan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik 

sepanjang mengenai hak atas tanah.

Hal ini tetap dipertahankan agar mengenai eksekusi hipotik yang 

dilaksanakan berdasar Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG dapat juga berlaku terhadap

11 J. Satrio. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan , Buku I, (Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 1997), hal.245.
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eksekusi dari Hak Tanggungan tersebut selama belum ada peraturan perundangan lain 

yang mengaturnya.

7. Penyelesaian Objek Jaminan Yang Dibebankan Hak Tanggungan

Dalam praktik, Hak Tanggungan merupakan suatu hak yang diberikan oleh 

debitur kepada kreditur guna menjamin utangnya; apabila debitur cidera janji maka 

kreditur tersebut berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diberikan oleh 

Undang-undang kepadanya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang 

Hak Tanggungan yang menyatakan :

1. Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :

a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak 

Tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 atau ;

b. titel Eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagai 

mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2.

Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut 

tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak 

mendahulu dari kreditur-kreditur lainnya.

2. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan penjualan objek Hak 

Tanggungan dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat 

diperoleh harga tertinggi yang dapat menguntungkan semua pihak.

3. Pelaksanaan penjualan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 

dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis 

oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang
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berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2(dua) surat kabar yang 

beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat serta tidak 

ada pihak yang menyatakan keberatan.

4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara 

yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1),(2) dan ayat (3) batal demi 

hukum.

5. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagai mana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dihindari dengan pelunasan utang yang dijamin 

dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka bagi kreditur pemegang Hak 

tanggungan dapat menggunakan tiga cara penyelesaian pelunasan terhadap 

piutangnya tersebut:

1. Melalui Parate Eksekusi menurut Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

2. Melalui Titel Eksekutorial dari sertipikat Hak Tanggungan.

3. Melalui penjualan dibawah tangan.

Penulis akan memberikan uraian singkat dari ketiga macam penyelesaian 

tersebut•.

1. Melalui Parate Eksekusi.

Parate Eksekusi merupakan suatu cara dalam mengeksekusi barang 

jaminan tanpa melalui proses peradilan. Parate Eksekusi sebagai mana diatur 

dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan ini memberikan kewenangan 

kepada atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dan 1 

(satu) Hak Tanggungan untuk menjual objek yang dijamin dengan Hak 

Tanggungan tersebut atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan
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mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dalam hal debitur 

cidera janji, dalam hal ini pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama tersebut 

tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi Hak Tanggungan 

dan juga tidak diperlukannya lagi penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk 

melakukan eksekusi tersebut hanya dengan mengajukan permohonan kepada 

Kepala Kantor Lelang Negara setempat untuk melaksanakan pelelangan umum 

dalam rangka eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki Pemberi Hak Tanggungan atau pemegang 

Hak Tanggungan peringkat pertama ini merupakan kewenangan yang diberikan 

oleh Undang-undang yang oleh Kepala Kantor Lelang Negara harus dihormati 

dan dipatuhi olehnya. Lembaga Parate eksekusi ini sangat memudahkan kreditur 

dalam rangka mengeksekusi objek Hak Tanggungan tanpa melalui prosedur 

beracara di pengadilan yang memerlukan waktu yang panjang dan hasilnya tidak 

pasti.

2. Melalui Titel Eksekutorial dari Sertipikat Hak Tanggungan

Mengenai eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial ini pada Pasal 26 

Undang-undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa selama belum ada 

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan memperhatikan 

ketentuan Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan maka peraturan mengenai 

eksekusi hipotik ada pada mulai berlakunya UUHT pula terhadap eksekusi objek 

Hak Tanggungan ini.

Ketentuan yang dimaksud oleh peraturan tersebut mengenai eksekusi 

hipotik adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 HIR yang menyebutkan;

Surat grosse daripada akta hipotik dan surat utang Yang dibuat dihadapan 
;oianes di Indonesia, dan vang kepalanya memakai perkataan “demi keadilan 

berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, Berkekuatan sama dengan putusan

Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH UI, 2008



hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai maka 
perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan dibawah pimpinan ketua 
pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam 
atau memilih kedudukannya, yakni secara yang dinyatakan dalam pasal di atas 
ini dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya 
boleh dilakukan setelah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal putusan 
hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian, diluar daerah hukum 
pengadilan negeri, yang ketuanya menyuruh melakukan itu, maka diturutlah 
peraturan pada Pasal 195 ayat (2) dan berikutnya.

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa grosse akta hipotik dan grosse akta 

Pengakuan Hutang yang bertitel ‘‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Terdapat beberapa tahapan untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan 

berdasarkan titel eksekutorial sebagai mana diatur dalam Pasal 224 HIR tersebut 

yaitu:

A. Tahap Permohotvatv

Kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri 

dimana objek jaminan tersebut berada atau Pengadilan Negeri yang dalam 

perjanjian ditetapkan sebagai domisisi hukum.

B. Tahap Aanmaning ( Pasal 196 HIR)

Pengadilan akan memanggil/menegur {aanmaning)debitur sebanyak dua kali 

dengan tenggang waktu delapan hari untuk tiap-tiap aanmaning yang 

diterima. Kemudian Pengadilan akan menetapkan Berita Acara 

aanmaningnya.

Debitur mempunyai 3 (tiga) sikap terhadap aanmaning tersebut:

a. Tidak memperdulikan aanmaning tersebut, dalam hal demikian prosedur 

dapat dilanjutkan.
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b. Mengakui utang dan besar jumlah utangnya; dalam hal demikian kreditur 

dapat langsung meminta pembayaran seluruh jumlah utang atau 

meminta keija sama debitur untuk menjual objek jaminan guna melunasi 

seluruh jumlah utangnya.

c. Debitur mengajukan bantahan yang dapat mengenai jumlah utangnya 

yang tidak sesuai dengan catatan debitur atau mengenai objek 

jaminannya.

C. Tahap Penyitaan ( Pasal 197 HIR)

a. Permohonan sita diajukan oleh kreditur atas objek jaminan akan yang 

dilelang.

b. Pengadilan mengeluarkan penetapan yang kemudian dilanjutkan dengan 

proses penyitaan oleh petugas pengadilan yang dibuktikan dengan 

Berita Acara Penyitaan, yang dalam hal ini bila tidak ada 

tanggapan/bantahan dari debitur maka proses akan dilanjutkan.

D. Tahap Pelelangan/Penjualan dimuka umum (Pasal 200 HIR)

1. Kreditur mengajukan permohonan lelang kepada Pengadilan Negeri.

2. Pengadilan akan membuat penetapan lelang dan akan menetapkan waktu

lelang setelah berkonsultasi dengan Kantor Lelang.

3. Pengumuman lelang disurat kabar dilaksanakan dua kali dengan

tenggang waktu satu bulan di antaranya.

4. Penentuan plafond harga (harga minimal) oleh pihak kreditur.

5. Acara lelang dilaksanakan di Pengadilan Negeri setempat yang harus 

dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua orang pembeli atau pihak, apabila 

tidak ada peminat, maka lelang akan ditunda kurang lebih satu bulan
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dan harus didahului dengan pemasangan iklan sebanyak satu kali, yang 

setelah lelang dilaksanakan maka akan dibuatkan risalah lelang.

6. Dibuatkan Berita Acara penyerahan hasil lelang.

Eksekusi Hak Tanggungan melalui titel eksekutorial ini memberikan 

kemudahan kepada kreditur karena dengan irah-irah “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dipersamakan dengan 

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, hanya 

membutuhkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri saja untuk 

melakukan eksekusinya.

3 .Melalui Penjualan Dibawah Tangan.

Eksekusi objek Hak Tanggungan yang ketiga yang diberikan oleh 

Undang-undang Hak Tanggungan kepada kreditur pemegang Hak 

tanggungan adalah dengan melakukan penjualan terhadap objek jaminan 

tersebut melalui penjualan dibawah tangan jika diperkirakan dengan hal 

tersebut akan diperoleh harga yang lebih tinggi dari pada jika dijual melalui 

pelelangan umum sepanjang mengenai hal tersebut telah disepakati oleh 

pemberi dan pemegang Hak tanggungan. Penjualan objek Hak Tanggungan 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 

(satu) bulan sejak diberi tahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau 

pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar

didaerah yang bersangkutan dan/atau media masa setempat serta tidak ada 

pihak yang menyatakan keberatan.
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Syarat-syarat tersebut diatas dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan objek Hak Tanggungan tersebut yang dalam hal 

ini pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan para kreditur lain dari 

pemberi Hak Tanggungan tersebut.

Pada penyelesaian kredit macet yang banyak teijadi dewasa ini maka jika 

mengacu pada ketentuan tersebut diatas kreditur tentu tidak akan mengalami 

hambatan dalam memperoleh kembali pelunasan atas piutangnya yang dijamin 

dengan Hak Tanggungan, karena kepada kreditur tersebut oleh ketentuan penmdang- 

undangan tersebut diberikan tiga jenis pelaksanaan eksekusi yang bisa dilakukan 

pihak kreditur terhadap objek jaminan atas piutangnya. Namun pada kenyataannya 

dalam pelaksanaannya ketiga jenis eksekusi yang bisa dil?kukan tersebut menjadi 

rancu karena tidak atau belum cukupnya aturan yang jelas mengenai tata cara 

pelaksanaan dari eksekusi tersebut yang masih menggunakan ketentuan mengenai 

hipotik yang dalam praktik pelaksanaannya akan memerlukan waktu yang lama dan 

kurang terjamin kepastiannya.

Selain itu juga banyak hal upaya dapat dipergunakan oleh pemberi Hak 

Tanggungan sebagai dalih dalam proses eksekusi tersebut yang dapat menggagalkan 

eksekusi terhadap Hak Tanggungan itu yang keseluruhannya bersumber dan Undang- 

undang Hak Tanggungan itu sendiri yang mengatur tentang suatu hal tetapi 

memberikan aturan terhadap hal tersebut pada ketentuan yang lain yang berbeda 

sehingga tidak terdapat kesamaan pandangan untuk hal yang diatur tersebut.

8. Permasalahan Eksekusi Objek Hak Tanggungan Dalam Praktik

Dalam praktik, penyelesaian suatu eksekusi Hak Tanggungan itu tidak mudah 

dilaksanakan, umumnya eksekusi dilaksanakan berdasarkan grosse akta dan surat
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Pengakuan Hutang yang dibuat oleh notaris. Jika terjadi perlawanan/verzet dari 

debitur dan/atau pihak ketiga penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri. 

Tapi sering timbul permasalahan yang dapat mengakibatkan terhambatnya 

penyelesaian eksekusi objek jaminan antara lain :

a. Lamanya waktu penyelesaian

Persoalan waktu dapat dikatakan sudah menjadi hal yang umum dalam 

penyelesaian eksekusi objek Hak Tanggungan. Adapun hambatan-hambatan 

mengenai lamanya waktu proses penyelesaian eksekusi objek Hak Tanggungan 

dapat disebabkan oleh pihak-pihak yang tersangkut dalam eksekusi ini, sebagai 

berikut:

I. Hambatan dari pihak kreditur:

a. Membuat flafond harga lelang terlalu rendah sehingga ditolak oleh 

Ketua Pengadilan Negeri;

b.Tidak menyiapkan pembeli;

c.Tidak menyiapkan harga lelang;

d.Berdamai dengan debitur sebelum lelang.

II.Hambatan dari pihak pengadilan:

a. Penundaan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan alasan plafond tidak 

tercapai, debitur memohon ditunda dan/atau ada bantahan (gugatan) 

dari pihak ketiga;

b. Ada surat dari Ketua Pengadilan Tinggi;

c. Ada surat atau intervensi dari Mahkamah agung Republik Indonesia 

(MARI).
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III. Hambatan dari pihak debitur:

a. Adanya gugat menggugat; bantah membantah;

b. Minta fatwa kepada Pengadilan Tinggi atau MARI;

c. Menghalang-halangi lelang dengan mengajukan pembeli-pembeli 

fiktif.

b. Masalah yang timbul dalam pelelangan

Pada saat pelelangan sering timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Barang sulit dijual karena kurang peminat;

2. Adanya efek psikologis, takut ada masalah untuk membeli barang- 

barang yang dilelang untuk daerah- daerah tertentu;

3. Adanya permohonan penangguhan lelang karena ada gugatan dari 

debitur yang beritikad tidak baik melalui Pengadilan Negeri;

4. Harga barang yang dilelang terlalu tinggi;

5. Sulit menentukan harga limit;

6. Apabila objek jaminan yang dilelang masih ada penghuninya.

c. Timbulnya Perlawanan/Venet

Dalam rangka eksekusi objek Hak Tanggungan dapat timbul persoalan 

apabila ada perlawanan/virze/ dari pihak debitur terhadap utangnya. Dalam 

mengajukan perlawanan/verze/ ini debitur dapat menggunakan berbagai alasan 

sebagai berikut:

1. Debitur menyangkal bahwa ia telah melalaikan kewajibannya terhadap 

kreditur dan menyatakan bahwa kreditur belum waktunya mengeksekusi 

agunannya.
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2. Debitur tidak mengakui jumlah utang yang meliputi segala biaya yang telah 

dikeluarkan oleh kreditur terlebih dahulu bagi kepentingan proses 

pembebanan Hak Tanggungan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, timbulnya verzet ini adalah hal yang paling 

ditakuti teijadi oleh pihak kreditur khususnya kalangan perbankan karena dengan 

adanya verzet berarti eksekusi objek Hak Tanggungan akan ditangguhkan sampai 

tercapainya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Dan itu berarti 

kreditur pemegang Hak Tanggungan harus menunggu lebih lama lagi, mengingat 

proses perkara yang panjang, yaitu masih terdapatnya kemungkinan bagi pihak yang 

dikalahkan dalam putusan untuk mengajukan proses banding dan kemudian kasasi. 

Selain memerlukan waktu yang lama dengan timbulnya verzet ini maka berarti akan 

timbul biaya-biaya baru bagi keperluan penyelesaian perkara terhadap kreditur.

Kerugian yang utama dari pihak bank yang dalam hal ini berkedudukan 

sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan adalah dengan ditangguhkannya 

eksekusi objek Hak Tanggungan tersebut berarti bank tidak dapat segera memperoleh 

pelunasan kembali piutangnya. Seperti telah diketahui, fungsi bank sebagai lembaga 

keuangan dengan terhambatnya pengembalian piutang akan menimbulkan kerugian 

karena perputaran uangnya menjadi terhambat, padahal seharusnya uang tersebut 

dapat disalurkan kepada debitur lain.

Kadang-kadang perlawanan/verzet ini sengaja diajukan oleh debitur yang 

beritikad tidak baik dengan maksud untuk menghambat pelaksanaan eksekusi objek 

Hak Tanggungan sehingga melihat kenyataan tersebut perlu dipikirkan suatu upaya 

dari berbagai pihak yang dapat mengatasi persoalan ini.
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C. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai dasar 

Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan

1. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Pada asasnya pemberian Hak Tanggungan wajib dihadiri dan dilakukan 

sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan sebagai pihak yang berwenang melakukan 

perbuatan hukum atas obyek yang dijadikan jaminan. Hanya apabila benar-benar 

diperlukan dan berhalangan kehadirannya untuk memberikan Hak Tanggungan 

dan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungannya dapat dikuasakan 

kepada pihak lain.

Pemberian kuasa tersebut wajib dilakukan dihadapan seorang notaris atau

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan suatu akta otentik yang disebut

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Bentuk dan isi SKMHT

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasionan (BPN) nomor 3 tahun 1996. Formulir disediakan oleh BPN melalui

kantor-kantor Pos, Pasal 15 ayat (1)). SKMHT dibuat oleh notaris atau PPAT
i

yang bersangkutan dalam dua ganda, semuanya asli (in originali) ditandatangani 

oleh pemberi kuasa, penerima kuasa, dua orang saksi dan notaris atau PPAT yang 

membuatnya. Selembar disimpan di kantor notaris atau PPAT yang bersangkutan 

dan lembar lainnya diberikan kepada penerima kuasa untuk keperluan pemberian 

Hak Tanggungan dan pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan-nya. PPAT 

wajib menolak membuat APHT berdasarkan surat kuasa yang bukan SKMHT in 

originali, yang formulirnya disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan 

bentuk serta isinya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pembuatan APHT oleh PPAT atas dasar surat kuasa yang bukan SKMHT 

in originali, yang formulirnya disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan
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bentuk serta isinya ditetapkan dengan Peraturan Menteri, merupakan cacat hukum 

dalam proses pembebanan Hak Tanggungan. Biarpun telah dilaksanakan 

pendaftarannya, keabsahan Hak Tanggungan yang bersankutan tetap terbuka 

kemungkinannya untuk digugat oleh pihak-pihak yang dirugikan. Kreditor yang 

dirugikan dapat menuntut kerugian pada PPAT atau notaris yang bersangkutan.

Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan diberikan kepada Kepala Kantor 

Pertanahan tidak berwenang, bahkan dilarang meninjau keabsahan APHT yang 

didasarkan atas surat kuasa yang dimaksudkan. Maka para Kepala Kantor 

Pertanahan tidak dapat ikut digugat untuk mengganti kerugian yang diderita 

kreditor yang bersangkutan.

PPAT hanya berwenang menbuat SKMHT mengenai obyek Hak 

Tanggungan yang terletak diwilayah daerah kerjanya. Sebaliknya pembatasan itu 

tidak bei\aku terhadap notaris dalam pembuatan SKMHT.

Ditujukan PPAT sebagai Pejabat yang juga bertugas membuat SKMHT 

adalah dalam rangka memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak 

yang memerlukan. Berbeda dengan umumnya para notaris, PPAT keberadaannya 

sampai wilayah kecamatan.

L.arangan Dan Persyaratan Pembuatan SKMHT

Pemberian kuasa harus dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan, 

sedang akta pemberian kuasanya harus dibuat oleh notaris atau PPAT dalam 

bentuk SKMHT yang formulirnya disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional. 

Selain itu bagi sahnya SKMHT ada larangan dan persyaratan yang disebutkan 

dalam Pasal 15 ayat (1):
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1. Dilarang SKMHT memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain 

daripada membebankan Hak Tanggungan.

2. Dilarang memuat kuasa substitusi. Substitusi adalah penggantian penerima 

kuasa melalui pengalihan, sehingga ada penerima kuasa bani. Bukan 

substitusi, karena tidak teijadi penggantian penerima kuasa, apabila penerima 

kuasa menugaskan pihak lain untuk atas namanya melaksanakan kuasa itu.

3. Wajib mencatumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang, 

nama serta identitas krediturnya, nama serta identitas debitur, apabila debitur 

bukan pemberi Hak Tanggungan.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar larangan- 

larangan diatas, SKMHT yang bersangkutan menjadi batal demi hukum, 

demikian ditegaskan dalam Penjelasan pasal tersebut. PPAT wajib menolak 

permohonan untuk membuat APHT, apabila kuasa tidak diberikan sendiri oleh 

pemberi Hak Tanggungan atau tidak dipenuhi ketentuan diatas.

Kuasa untuk memberikan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali 

dan tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, juga jika pemberi Hak 

Tanggungan meninggal dunia; kecuali kuasa tersebut telah dilaksanakan atau 

karena telah habis jangka waktunya.

Mengenai batas waktu penggunaan SKMHT ditentukan dalam pasal 15 

ayat (3) dan (4). Jika yang dijadikan obyek Hak Tanggungan hak atas tanah yang 

sudah didaftar, dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sesudah diberikan, 

wajib diikuti dengan pembuatan APHT yang bersangkutan, namun jika obyek 

Hak Tanggungan sudah terdaftar tetapi belum atas nama pemberi Hak 

Tanggungan maka masa berlakunya Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan
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(SKMHT) itu adalah 3 (tiga) bulan. Apabila yang dijadikan jaminan hak atas 

tanah yang belum didaftar, jangka waktu penggunaan SKMHT-nya dibatasi tiga 

bulan. Jangka waktu tiga bulan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan 

pendaftaran h a k  a t a s  tanah yang bersangkutan. Penyelesaian pendaftaran 

mengenai Hak Milik bekas hak milik adat, dilakukan sesudah dibuat APHT-nya. 

Maka pada waktu dibuat APHT Hak Milik bekas hak milik adat tersebut belum

perlu bersertipikat.

3.Analisis Terhadap Objek Hak T a n g g u n g a n  Dalam Kasus Utang 

Piutang

Pada dasarnya Hak Tanggungan merupakan suatu lembaga jaminan yang 

mempunyai fungsi melindungi hak-hak dari pihak kreditur apabila debitur cidera 

janji. Dari definisi mengenai Hak Tanggungan yang di kemukakan dalam Pasal 1 

ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dapat diketahui 

bahwa Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditur tertentu terhadap k r e d i t u r - k r e d i t u r  lain. Kreditur tertentu yang dimaksud 

adalah yang memperoleh atau yang menjadi pemegang Hak Tanggungan tersebut. 

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan pengertian “kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain” tidak 

dijelaskan dalam penjelasan dari Pasal 1 tersebut, tetapi dapat ditemukan di 

dalam angka 4 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan tersebut. 

Dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan itu bahwa 

yang dimaksudkan dengan “memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain ialah.

Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH UI, 2008



“bahwa jika debitor cidera janji,kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak 
menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak 
mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan 
tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang 
Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku”.

Ketentuan angka 4 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan 

ini merupakan materialisasi dari asas yang disebut “droit de pre ferenceAsas 

atau sifat Hak Tanggungan ini memberikan kepastian hak memperoleh pelunasan 

atas piutangnya mendahului kreditur-kreditur yang lain.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Hak Tanggungan menetapkan asas, 

bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek 

tersebut berada. Dengan demikian, Hak Tanggungan tidak akan berakhir 

sekalipun objek Hak tanggungan itu beralih kepada pihak lain oleh karena sebab 

apapun juga. Berdasarkan asas ini, pemegang Hak Tanggungan akan selalu dapat 

melaksanakan haknya dalam tangan siapapun benda itu berpindah. Ketentuan 

Pasal 7 Undang-undang Hak tanggungan ini merupakan materialisasi dari asas 

yang disebut “ droit de suite”. Asas atau sifat Hak Tanggungan yang demikianlah 

yang memberikan kepastian kepada kreditur mengenai haknya untuk memperoleh 

pelunasan dari hasil penjualan atas tanah atau hak atas tanah yang menjadi objek 

Hak Tanggungan itu bila debitur cidera janji, sekalipun tanah atau hak atas tanah 

yang menjadi objek jaminan itu telah beralih dengan cara apapun kepada pihak 

ketiga.

Dari ketentuan tersebut, dapat terlihat bahwa kreditur sebagai Pemegang 

Hak Tanggungan memiliki hak atas pengembalian piutangnya yang dilindungi 

oleh Undang-undang. Ketangan siapapun dan dengan cara apapun objek jaminan 

Hak Tanggungan tersebut beralih, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk 

melaksanakan haknya atas pengembalian piutangnya yang telah diberikan kepada
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debitur dengan cara menjual melalui pelelangan umum objek yang dijadikan 

jaminan tersebut.

Mengenai adanya perkara utang piutang antara PT. SWAKARSA 

BINASEJAHTERA (debitur) dengan kreditur PT. BANK ARTAMEDIA yang 

melibatkan tanah yang dijadikan sebagai obyek Hak Tanggungan kepada bank 

tersebut yang merupakan milik Nyonya JUDITH SOERYADJAYA sebagai 

obyek sengketa sebagai mana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I 

Nomor 1401 K/Pdt/2003, dimana duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

a .  Nyonya JUDITH SOERYADJAYA merupakan pemilik yang sah dari 

sebidang tanah Hak Milik Nomor 198/Gondangdia, seluas 682 M2, berikut 

sebuah bangunan rumah tingga'i yang berdiri diatasnya, setempat dikenal 

dengan jalan Suwiryo Nomor 49 Menteng, Jakarta Pusat;

b .  Bahwa tanah dan bangunan milik Nyonya JUDITH SOERYADJAYA 

tersebut oleh PT. SWAKARSA BINASEJAHTERA dijadikan sebagai 

jaminan atas hutangnya pada PT. BANK ARTHAMEDIA berdasarkan Akta 

Peijanjian Penyerahan Jaminan tertanggal 12 Maret 1999 serta Akta Kuasa 

No. 18 tertanggal 23 Maret 1999 dan Akta Perjanjian Nomor 16 tanggal 23 

Maret 1999 yang dibuat dihadapan TAHIR KAMILI, SH, Notaris di Jakarta;

c . Bahwa obyek yang diperkarakan sejak tanggal 13 Juni 1997 telah menjadi 

Jaminan Hutang PT. SWAKARSA BINASEJAHTERA dan telah dibebani 

Hak Tanggungan oleh PT. BANK ARTHAMEDIA, maka sebagaimana 

diatur dalam Udang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 dan 

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, maka pemilik jaminan 

telah mengetahui konsekwensinya jika debitur macet dalam pembayaran 

utangnya maka Kreditur diberi hak prioritas untuk mendapat haknya dari
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penjualan jaminan tersebut. Akan tetapi berdasarkan keinginan dan 

permohonan pemilik jaminan dan debitur agar jaminan tersebut tidak dilelang 

dulu, hal tersebut dikabulkan oleh Kreditur, maka ditanda tanganilah akta 

Nomor 16 tanggal 23 Maret 1999, peijanjian mana diperkenankan oleh Bank 

Indonesia berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

31/150/Kep/Dir tanggal 12Nopember 1998;

d . Bahwa pemilik jaminan dan debitur nyatanya mengingkari akta Peijanjian 

nomor 16 dan akta Kuasa Menjual Nomor 18 yang telah diberikan kepada 

kreditur, hal ini sangat merugikan kreditur dan masyarakat pemilik dana yang 

mempercayakan uangnya kepada kreditur untuk dikelola;

e . Dari uraian-uraian diatas ternyata pemilik jaminan dan Debitur tidak 

menghargai dan peduli dengan kesepakatan-kesepakatan/peijanjian- 

peijanjian yang dibuat dengan kreditur, karenanya terbukti pemilik jaminan 

dan debitur telah melanggar Pasal 1338 KUH Perdata dengan tidak 

melaksakan apa yang telah dipeijanjikan/disepakati;

f . Bahwa menurut hemat penulis, seyogyanya tidak mengurangi hak kreditur 

sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan upaya pengembalian 

piutangnya dengan melakukan penjualan tanah yang dijadikan jaminan 

melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam 

perundang-undangan, berdasarkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan 

bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan (droit de preference), 

artinya PT. BANK ARTAMEDIA, selaku kreditur pemegang Hak 

Tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan terhadap 

kreditur-kreditur lain.
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2. Bahwa Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun 

objek Hak Tanggungan itu berada (droit de suitc), artinya PT. BANK. 

ARTAMEDIA, selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan akan 

selalu dapat melaksanakan haknya ketangan siapapun tanah yang 

dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan itu berpindah.

3. Bahwa diatas objek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh 

Pengadilan. Menurut hemat penulis, peletakkan sita jaminan terhadap 

tanah yang sedang dijadikan jaminan bertentangan dengan tujuan 

dari Hak Tanggungan itu sendiri, yaitu memberikan jaminan yang 

kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang Hak Tanggungan itu 

untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Bila terhadap Hak 

tanggungan itu dimungkinkan sita jaminan oleh pengadilan, berarti 

meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditur pemegang 

Hak Tanggungan, artinya sita jaminan yang diletakkan oleh 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan pihak ketiga 

terhadap tanah yang menjadi objek Hak tanggungan pada telah 

dibebani Hak Tanggungan tidak tepat.

Dari ketiga hal tersebut, dapat terlihat bahwa dengan adanya perkara 

utang piutang menyangkut tanah yang menjadi objek jaminan Hak Tanggungan, 

tidak dapat mengakibatkan hak kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan 

menjadi gugur, karena kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak 

istimewa yang dilindungi Undang-undang. PT. BANK ARTAMEDIA selaku 

kreditur pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi berdasarkan “ 

Sertipikat Hak Tanggungan” yang memiliki excecutorial title seperti halnya 

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini pihak PT. 

BANK ARTAMEDIA selaku pemegang Hak tanggungan mempunyai hak
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privilige/hak didahulukan atas pembayaran tagihannya dari kreditur-kreditur 

dan/atau pihak-pihak lain.

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

menyatakan bahwa Akta Penyerahan Jaminan dan akta Kuasa sepanjang 

mengenai tanah SERTIPIKAT Hak Milik Nomor 198/Gondangdia, berikut 

bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di jalan Suwiryo No. 49 

Menteng, Jakarta Pusat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila 

dikaitkan dengan Undang Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 15 dan 

juga telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum angka 7 pada asasnya 

pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak 

Tanggungan. Hanya apabila benar-banar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi 

Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT, diperkenankan 

penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Sejalan dengan itu, 

surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan 

harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya sebgaimana ditetapkan untuk 

itu tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan 

batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat 

digunakan sebagai dasar permohonan untuk membuat Akta Pemberian Hak 

Tanggungan. PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat Akta Pemberian 

Hak Tanggungan, apabila Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak 

dibuat sendiri oleh pemberi Hak tanggungan atau tidak memenuhi syarat 

termaksud diatas, maka putusan Hakim Jakarta Pusat tersebut adalah tepat karena 

hanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Iah yang dapat dipakai 

sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
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Pembatalan Akta Kuasa dan akta Penyerahan Jaminan sebagai dasar 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut seyogyanya Akta 

Pemberian Hak Tanggungan dinyatakan batal pula, karena apabila kita telaah 

sebagai dasar pembuatan APHT telah dinyatakan batal maka Pembebanan Hak 

Tanggunan atas Tanah sertipikat Hak Milik nomor 198/Gondangdia milik 

Nyonya JUDITH SOERYADJAYA harus juga dinyatakan batal yang artinya 

bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas tanah tersebut tidak pernah ada atau 

batal demi hukum, namun karena dalam hal ini PT BANK ART AM EDI A 

(kreditur) telah memberikan kredit kepada Debitur dengan Jaminan berupa tanah 

bersertipikat tersebut maka kreditur tetap harus mendapatkan pengembalian 

kredit oleh debitur.
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BAB m

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa terhadap pokok permasalahan yang penulis teliti 

serta dengan mengacu kepada metode penelitian yang digunakan, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pihak kreditur sebagai pemegang Hak 

Tanggungan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1401 K/Pdt/2003 yaitu sebagai berikut:

- Dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor

4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah tercipta 

unifikasi Hukum Tanah Nasional dan terwujudnya tujuan UUPA 

yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan 

jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah termasuk 

hak jaminan atas tanah, hal ini tercermin dari asas-asas Hak 

Tanggungan antara la in :
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a). Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan atau

mendahului kepada pemegang haknya terhadap kreditur-kreditur 

lain, sebagai mana ternyata dalam Pasal 1 angka(l) juncto 

Angka 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan.

b). Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan 

siapapun objek tersebut berada (Pasal 7 Undang-Undang Hak 

Tanggungan). Dengan demikian Hak Tanggungan tidak akan 

berakhir sekalipun objek Hak Tanggungan telah beralih kepada 

pihak lain karena sebab apapun juga. Berdasarkan asas ini 

pemegang Hak Tanggungan selalu dapat melaksanakan haknya 

kedalam tangan siapapun benda itu berpindah dan pemegang 

Hak Tanggungan dapat mempertahankan haknya terhadap 

siapapun.

c). Hak Tanggungan wajib memenuhi asas spesial i tas dan asas 

publisitas; mengenai asas spesialitas dari Hak Tanggungan baik 

mengenai subyek, obyek maupun utang yang dijamin termuat di 

dalam akta Pembebanan Hak Tanggungan yang harus 

menyebutkan identitas dan domisili para pihak, jum lah utang 

yang dijamin, nilai tanggungan dan benda yang menjadi objek 

Hak Tanggungan, mengenai pemenuhan asas publisitas dari 

Hak Tanggungan ini dilakukan dengan adanya kewajiban untuk 

mendaftar Hak Tanggungan tersebut pada Kantor Pertanahan 

setempat dan didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan
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merupakan syarat muntlak untuk lahirnya Hak Tanggungan 

tersebut sehingga mengikat terhadap pihak ketiga,

d). Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan mudah dan pasti. Hal 

ini tercermin dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, 

bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan 

pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan 

atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut 

Pemegang Hak Tanggungan atau Pemegang Hak Tanggungan 

pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak 

Tanggungan berhak untuk melakukan parate eksekusi, artinya 

pemegang Hak Tanggungan itu tidak perlu meminta penetapan 

dari pengadilan setempat untuk melakukan eksekusi atas objek 

Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang debitur dalam hal 

debitur cidera janji.

Dengan adanya perkara utang piutang terhadap tanah yang menjadi 

jaminan Hak Tanggungan, tidak dapat mengakibatkan hak kreditur 

sebagai pemegang Hak Tanggungan menjadi gugur. Hak kreditur 

sebagai pemegang Hak Tanggungan dilindungi dan dijamin oleh 

Undang-undang dalam pemenuhan pelunasan piutangnya yang 

diberikan kepada debitur, karena kreditur pemegang Hak 

Tanggungan memiliki hak istimewa untuk melaksanakan eksekusi 

berdasarkan “ Sertipikat Hak Tanggungan” yang mempunyai 

excecutorial title seperti halnya putusan hakim yang telah
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berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh 

kreditur tersebut, maka kreditur dapat melakukan pejualan objek 

jaminan Hak Tanggungan dan mengambil pelunasan atas piutangnya 

dari hasil penjualan tersebut sehingga dalam hal ini pihak kreditur 

terhindar dari kerugian finansial.

2. Putusan Hakim yang menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penyerahan 

Jaminan dan Akta Kuasa tidak mempunyai kekuatan hukum atau 

dinyatakan batal bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1401 K/Pdt/2003 adalah sangat tepat 

karena dalam Undang Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

Dengan Tanah Pasal 15 dan juga telah dikemukakan dalam Penjelasan 

Umum angka 7 pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib 

dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila 

benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan 

tidak dapat hadir di hadapan PPAT, diperkenankan penggunaan Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Sejalan dengan itu, surat 

kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak 

Tanggungan dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya 

sebagaimana ditetapkan untuk itu. Tidak dipenuhinya syarat ini 

mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum, 

yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat 

digunakan sebagai dasar permohonan untuk membuat Akta Pemberian 

Hak Tanggungan. PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat
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Akta Pemberian Hak Tanggungan, apabila Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak tanggungan 

atau tidak memenuhi syarat untuk itu.

3. Upaya Perlindungan terhadap Pemegang Hak Tanggungan yaitu :

- dengan memberikan hak istimewa kepada kreditur Pemegang Hak 

Tanggungan dalam kemudahan dan kepastian pelaksanaan 

eksekusinya dengan cara:

a. Pemegang Hak Tanggungan tersebut bisa menjual obyek yang 

dijaminkan dengan Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaan 

sendiri apabila debitur ingkar janji.

b. Obyek Hak Tanggungan Tersebut dapat dijual dibawah 

tanggn atas kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak 

Tanggungan jika demikian akan dapat diperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan semua pihak dengan 

persyaratan tercantum dalam pasal 20 ayat (3) Undang 

Undang Hak Tanggungan.

c. Penggunan lembaga Parate Eksekusi yang diatur dalam Pasal 

224 HIR dan Pasal 258 RBG

- Bahwa diatas obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita 

Jaminan oleh Pengadilan, karena peletakan sita jaminan terhadap 

tanah yang sedang dijadikan jaminan bertentangan dengan tujuan 

Hak Tanggungan itu sendiri, yaitu memberikan jaminan yang 

kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang Hak Tanggungan itu 

didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Bila terhadap Hak
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Tanggungan itu dimungkinkan sita jaminan oleh pengadilan 

berarti meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditur 

pemegang Hak Tanggungan, artinya sita Jaminan yang 

diletakkan oleh Pengadilan adalah tidak tepat.

4. Kedudukan Hak Tanggungan dengan dinyatakan batalnya Akta 

Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Akta Kuasa sebagai dasar 

dibuatnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan bahwa dengan 

dinyatakan batalnya dasar dari pembuatan Hak Tanggungan maka 

Akta Pembebanan Hak Tanggungan haruslah juga dinyatakan batal 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Akta Pembebanan 

Hak Tanggungan dianggap tidak pernah ada.

B. SARAN-SARAN

1. Bahwa dalam perkara utang piutang antara debitur dengan pihak 

ketiga yang menjadikan objek Hak Tanggungan sebagai objek 

sengketa pihak Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan yang 

wajib; berhak dan berwenang melindungi kepastian hukum dan 

produk perundang-undangan tidak semena-mena meletakkan sita 

jaminan terhadap objek jaminan, karena hal tersebut bertentangan 

dengan tujuan dari Hak Tanggungan itu sendiri, yaitu m em berikan 

jaminan yang kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang H ak 

Tanggungan itu dengan didahulukan dari kreditur-kreditur lain.
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2. Bahwa pemegang Hak Tanggungan/pemegang Hak Tanggungan 

Pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak 

Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak 

Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 

dalam upaya mengambil pelunasan piutangnya bilamana debitur 

cidera janji, namun dalam praktik kreditur harus terlebih dahulu 

meminta penetapan dari pengadilan. Hal demikian menimbulkan 

ketidak pastian hukum bagi masyarakat khususnya perbankan. 

Untuk itu harus dirumuskan keija sama yang baik antara para pihak 

yang terkait; dalam hal ini yaitu perbankan, Pengadilan Negeri, 

Kantor Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kantor Lelang 

dan Instansi terkait lainnya untuk mengoptimalkan penegakan dan 

pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut

3. Pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh 

pemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-banar diperlukan, 

yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir di 

hadapan PPAT, diperkenankan penggunaan Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan. Sejalan dengan itu, surat kuasa 

tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi9n Hak Tanggungan 

dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya 

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. 

Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang 

bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa 

yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar
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permohonan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat Akta Pemberian 

Hak Tanggungan, apabila Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak tanggungan atau 

tidak mememenuhi syarat yang sudah ditetapkan untuk itu dalam 

Undang-Undang Hak Tanggungan.

4. Bahwa seharusnya PPAT menolak untuk dibuatkan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan apabila hanya didasarkan pada Akta 

Perjanjian Penyerahan Jaminan dan akta Kuasa, demikian juga 

Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat juga berhak untuk 

menolak Pendaftaran Hak Tanggungan yang demikian itu karena 

pemberiannya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang- 

Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996.
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1* U T U S A N 
Nomor : 137/PDT.G/2000/PN.JKT.PST

“ Dl-Ml K.liADILAN HliRDASARKAN KJ?,TUHANAN YANG M All A ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta l'usat yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat 
pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------

NY. JIJD 1T Il SOlvRYAPJAYA.
beralamat di .11. Sutan Syahrir No. 27 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Alexius 
Tantrajaya, SM dan Danny Dannawan, SH, Advokat & Pengaeara pada Kantor Advokat & 
Pengacara Alexin* Tanlrajaya, SH dan Rekan, berkantor di Gedung Graha Kencana Lt. S, Jl.
Raya Pejuangan No. KR, Kebon Jeruk Jakarta IJarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 
07 April selanjutnya disebut sebagai PKNGOUOAT : -------------------------------------------

M c l a w a n :

1. PT. SWAKARSA BlNASKJAlITKRA. y '  \
berkantor di Jl. Teluk Betung No. 3S Jakailljj/Pi»^»yjl^tiuu "nal itvi diwakili oleh II. Tcuku 
Ibrahim. SI l, Pengaeara pada Kantor Imiku Ibrahim, SH, & Associates,
berkedudukan di Jalan Danau Dialas N a  J i^ A ^ u n g a ti  llilir, Jakarta Pusat, berdasarkan 
Surat Kuasa Khusus tangga! 24 A ppV i^jf^r^rlyutt^a disebut sebagai TERGUGAT I : ------

2. IT .  DAM K
bcinlnmnl di Menara Kadfw Ijidan^ia^h^ti.'R . Rasuna Said Dlok X.5 Kav. 2-3, Jakarta 
Selaian, dalam hal ini diwakuV^jteh.A^vtt/Purwoko Adi, Y. Ilerry Mulyanto, dkk, semuanya 
selaku karyawan PT. 13ank Artain^ciun'^badasarkan Surat Kuasa Khusus tangga/ 24 Aptil 2000 
selanjutnya disebut sebagai T  1C R G U G A^*J 11 --------------------------------------------------

Pengadilan Negeri tersebut ; ---— ----------------------------------------------------------------------

Setelah membaca surat-surat perkara ; ------------ -----------------------------------------------------

Selelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; ------------- ------------ -----------------

TK NTA NG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 April 2000 yang 
tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 April 2000, dibawah No.
137/lT)T.Ci/2000/PN.JKT.PST telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan 
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Halnva Penggugat adalah pemilik yang sah alas sebidang lanah Hak Milik Nomor :
1 W G nndangdia, seluas : 6X2 m2, berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri 
dialasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat;

2. Hahwa alas lanah dan bangunan milik Penggugat tersebut, oleh Tergugat I (selaku Debitur) 
telah dijadikan sebagai Jaminan alas hutangnya kepada Tergugat H (selaku Kreditur), 
sebagaimana diluangkan dalam Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan tertanggal 12 Maret 1999 
seria Akta Kuasa No. 18 tertanggal 23 Maret 1999 dan Akta Perjanjian No. 16 tanggal 23 
Maiel 199% yang dibuat dihadapan TAHI R lOYMlLi, SH, Notaris di Jakarta ;

.V Bahwa diijinkannya tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut sebagai Jaminan atas hutang 
Tergugat l kepada Tergugat U tersebut, adalah karena adanya Jaminan yang dibuat oleh 
Tergugat l dongan T'crgugat II melalui kesepakatan Hak Opsi untuk mengambil kembali barang 
Jaminan yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I, sebagaimana diatur didalain Akta 
Perjanjian No. 16, tertanggal 23 Maret 1999 ;

4. Haliwa I lak Opsi untuk mengambil tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut, telali 
disepakati oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah sciambal-inmbatnya tanggal 23 Maret
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?.()()(), dengan Nilai lelap sebesar K p. 3.350.000.000,- (liga milyard liga ratus lima puluh juta 
rupiah) ;

5 Iinliw;« oleh karena Menyalanya yang menikmati fasilitas kredil yang Iclali diperoleh dari 
Tergugat 11 nilalah Tergugat 1, sedangkan barang milik Penggugat berupn sebldnng tnnnh 
liuk  M ilik Nomor : l98/(;ondnngd‘m, seluas : 682 ni2, berikut sebuah bangunan rumnli 
tinggal yang berdiri dialasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Suwiryo No. 49, Menteng, 
.laUarta Pusat tersebut teluh dijadikan sehugui .laininnn nlas hutang Tergugat I, dengan 
demikian lelah menimbulkan kekhawatiran Penggugat atas nasib barang jaminan miliknya 
tersebut. untuk ini sejak sebelum jatuh tempo 1 Tak Opsi yang telah disepakati antara Tergugat I 
dengan Tergugat 11 , maka Penggugat telah berkali-kali menegur dan mcmcrintalikan kepada 
Tergugat I untuk melaksanakan Ilak Opsinya mengambil kembali barang Jaminan milik 
P enduga! tersebut d .iri Tergugat-11, agar dengan demikian Penggugat dapat segera menarik 
Kembali barang Jaminan miliknya tersebut, namun ternyata tcguran-lcguran dari Penggugat 
tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat 1 hingga masa hak opsi terlewati, dan bahkan 
Penggugat pada tanggal 5 April 2000 telah menerima tembusan surat dari Tergugat D yang 
ditujukan kepada Tergugat 1, perihal : “ Somasi untuk mengkosongkan Tanah dan Dangunan 
di Jl. Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat “, dengan demikian maka Undakan Tergugat I 
y n n** lidak melaksanakan Hak Opsi untuk mengambil kembali barang Jaminan milik Penggugat 
leiNcluil adalah merupakan Tindakan ingkar janji / Wanpvcstasi yang merugikan Pcngugat;

f,. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat U yang memerintahkan agar tanah dan bangunan di
Jl. .Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat. Milik Penggugat tersebut segera dikosongkan 
adalah keliru dan bertentangan dengan hukum, karena tanah dan bangunan dimaksud hanyalah 
d ijad i lem sebagai Jam inan hutang Tergugat 1 yang disertai Iwik Opsi, dnn bulenu 
pengalihan I lak, untuk itu maka tindakan Tergugat II tersebut adalah merupakan tindakan 
ingkar janji / Wanprcstasi yang merugikan Pcngugat;

7. Bahwa akibat tindakan Tergugat 1 yang tidak melaksanakan Hak Opsinya tersebut, * telah,
menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat sama sekali tidak menikmati fasilitas 
pinjaman kredit yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I tersebut, namun harus 
kehilangan harta miliknya berupa tanah dan bangunan Jaminan dimaksud, dengan demikian 
maka sudah sepatutnya menurut hukum Kepada 'Tergugat I tersebut harus dipcrintalikan untuk 
membayar hutangnya kepada ’Tergugat 11 Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyard liga ratus lima 
puluh ju ta rupiah) Segera setelah perkara ini diputus, dan 'kepada Tergugat II haruslah 
diperintahkan pula untuk memberikan dan menerima pembayaran yang dilakukan para 
Tergugat T tersebut, dan .selanjutnya kepada ‘Tergugat II atau pihak manapun yang memperoleh 
Hak dari padanya, setelah dibayarnya hutang tersebut segera mengembalikan Sertifikat tanah 
Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia tersebut kepada Penggugat;

S. Balnva dengan adanya maksud dari ‘Tergugat II yang akan mengkosongkan tanah dan 
bangunan milik Pcngugat, sedangkan alas tanah dan.bangunan dimaksud hanyalah dyadikan 
sebagai Jaminan Iluiang Tergugat I, dengan demikian maka tindakan Tergugat II tersebut 
adalah bertentangan dengan hukum, untuk itu guna menghindari tindak lanjut dari Tergugat II 
yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya Akta Perjanjian 
Penyerahan Jaminan tertanggal 12 Maret 1999 Juncto Akta Kuasa No. 18 tertanggal 23 Maret 
1999 yang dibuat dihadapan Notaris Tabir Kamuli, SI*I, di Jakarta separyang mengenai tanah 
Scrliiiknl Hak Milik Nomor : 19K/Gondangdia, berikut bangunan rumah tinggal diatasnya, 
yang terletak di .11. Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat, milik Penggugat haruslah 
dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyalakan lidak mempunyai kekuatan hukum (buiten clfcct 
slellen) ;

9. Balnvn akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan Hak Opsi untuk mengambil 
kembali barang .faminan milik Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Peng\>gat, 
baik Moril maupun Matcricl, yang besarnya bila dihitung dengan uang besarnya tidak kurang 
dari :
- Kerugian Moril : adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyard rupiah), sedangkan 
Kerugian Matcricl adalah scbcsar.tidak kurang dari Rp. 500.000.000,-(lima ralusjuta rupiah), 
sehingga jnndnh keseluruhan kerugian Moril dan Mnteriel adalah : Rp. 5.000.000.000,* + Rp.
SOO.OOO.OOO,- = U p. 5.500.000.000,-(lima milyard lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar 

.oleh Tergugat I selelah perkara ini diputus, secara tunai dan lunas ;
10. Bnlnva oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat atas harta miliknya tersebut akan dialihkan 

kc.nada pihak lain selama perkara ini sedang diperiksa, dan bila terjadi akan menjadikan perkara
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‘ ArssaSL. **=»sraft.. .vai--cc5i;. ‘«=ssfi:■ tc=5X% • « 5«
i\io-^rsu3x <.mcx. ‘¿saj.wgafc »caraqgx ¿acatvgrẑ

. ?.jbnra 4-ja rVirJ l^cpfgtp« bMpA tcsfefct ¿fa»*-*** 4 »  ¿«ackan, teratera 'p^%
disebutkan dalam ang)«y3,‘A dan 5- Surat Gugalan. ;.«••■
Tergugat I menung benar,- telah membuat perjanjian,‘sebagaimana diluangkan dalam Akta 
Perjanjian Penyerahan Jaminan tanggal 12 Maccl 1999 serta Akta Kuasa No. 18 tertanggal 23 
Mnrci 1999 dan Akla Perjanjian No. 10 tanggal i  23' Maret 1999, yang dibuat dihadapan 
'f  Al IIP. KAMU. J, SM, Nolaris di Jakarla dengan!5 {Tergugat II selaku Kreditur,. Sebagai 
jaminannya adalah sebidang Janah Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia, seluas 682 m2, 
berikut bangunan rumah yang lerlctak di Jalan Suwiryo'No. 49, Menteng, Jakarta Pusat, milik 
dari Penggugat. •.
Namun alas perjanjian-perjanjian tersebut antara' Tergugat I selaku nasabah dari Tcrgugal H 
telah diikat dengan sualu Perjanjian Kredit.

3. Bahwa Tcrgugal I «chagai penerima fasilitas kredit (debitur) dari Bank Media/PT. Arta Media 
Bank telah berjalan dengan baik sejak pertengahan tahun 1997 sampai bulan Desember 1999. 
Tcrgugal l yang menggunakan lanah dan bangunan milik Penggugat, semata-mata sebagai 
jam inan ..dari, pinjaman yang diberikan Tergugat 11, jelas bukan merupakan perjanjian 
penyerahan kepemilikan.

•t. Bahwa Tcrgugal 1 memang telah diijinkan untuk mempergunakan lanah dan bangunan milik 
Ponjy>tij»,al Icrschul sebagai Jaminan alas hutang Tergugat I kepada Tergugat II. Hal ini 
diberikan, sehubungan dengan adanya Jaminan yang dibuat oleh Tergugat 1 dengan Tcrgugal II 
melalui kesepakatan IJak Opsi untuk mengambil kembali barang Jaminan yang diberikan 
Tcrgugal 11 kepada 'Tergugat l, seperti diatur dalam Perjanjian Akla No. 16 lcrlanggal23 Maret 
1999. (surai gugat' angka 3) . .
'Tergugat I bukannya lidak inau melaksanakan I lak Opsi dimaksud guna menyerahkan kembali 
tanah dnn bangunan milik Penggugat. . .. * ->.-f -
Tcrgugal 1 lelah berupaya sekuat tenaga untuk menyelasaikan permasalahan antara Tergugat l 
dengan Tergugat II, agar terlaksana hak Opsi yang telah dibuai itu.
Namun dalam siluasi perekonomian vang sedang dilanda krisis ini. Usaha Tergugat I 
mengalami kcmaiuicgan I kelidak laticarau,: seperti juga dialami oleh pcngusaha- 
pcn^usaha/pcrusahaan-pcrusahaan lain pada umumnya.
.Sejalan dengan ¡lu maka pengembalian kredit kepada Tcrgugal 1, menjadi lersendat.

5. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menulis surat kepada Tergugat II dan telah menjelaskan 
bnlnva dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami krisis yang berkepanjangan, 
‘Tcrgugal I mohon kepada 'Tcrgugal II untuk memberikan kelonggaran wnktu dalam 
menyelesaikan pinjainanannya tersebut.
Sebarusiiya keadaan ini menjadi pertimbangan .bagi pihak 'Tcrgugal II untuk ikut memikirkan 
juga posisi Tcrgugal I sebagai dchilumya selama ini. .. 

f». Bahwa apa yang dikemukakan dialas bukanlah.sualu alasan atau upaya unluk mcnglundar dari 
langgung jawab menihayar .kembali juitang,; jnclamkan suatu pertimbangan yang wajar. 
Seyogianya terhadap Tcrgugal I PT. Swakarsa,-Tcrgugal 11 Bank Media dapat membelikan 
kelonggaran den g:? rc_}mcm berikan keringanan,.pembayaran dengan cara angsuran dan/alau 
m c m y > crp anj a n gTI .i kOpsi. icrscbul unluk jangkA vvaklu tertentu.
Niat baik unluk inembaYnrjhulang oleh Tergugati itii.telah dikesampingkan dengan begitu saja 
oleh Tcrgugal 11. , -> ;• / r; >• • • ••• , ; *•:\  • ' - -
Jadi benar-benar Tergugat-II Bank Media.saina;sekali lidak mau menerima usulan dari 
Tcrgugal l sebagai nasabahnya. • ,. -. i. f i J/.-& ’ ‘
‘Terakhir 'Tci^ugat I sebelum digugat dalatii |>cricara ini, telah menulis surat tertanggal 17 
•Scpictnhcf 1999 dan'surat Janggal 21 Pebmari 2000 namun tidak ada tanggapan yang positip 
dari Tergugat II. '  .
Bahkan yang dilakukan oleh ’Tcrgugal II adalah menolak mcntah-mcnlah usulan Tergugat I 
set la mcMNomn.M ’Tcrgugal I dan Penggugat unluk mengkosongkan lanah dan bangunan di Jl. 
.S'uwisyo No. 49. Menteng, Jakarla Pusat, sehingga lelah mengakibatkan Tergugat I digugat 
dalam perkara ini.

7. Bahwa permohonan pcletakkan sita jaminan (conscrvntoir bcslag) yang dimohon Penggugat 
lidak beralasan scdikilpun dan terlalu mengada-ada.
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( >lch karenanya permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat aecara yuridis harus 
dikesampingkan d o 11 lidak perlu dipertimbangkan, karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan 
pada Imkti-hukli yang sal» menurut hukum pembuktian.’
Penggugat suclah jelas tidak mempunyai bukti-bukti 'yang sah yang dapat dipergunakan 
menggugat Tergugat I dalam perkara ini karena semua bukti yanfc diajukan adalah mengenai 
hubungan Tergugat I dengan Tergugat 11. . -  . .

8. Bahwa’ permohonan Penggugat mengenai pelaksanaan putusan secara'serta merta/ dapat 
dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, 'verset, tanding, ataupun Kasasi (uit 
vocrbaar bij Vocrraad) adalah bertentangan dengan hukuin.acara.
Dalam perkara ini tidak salupun surat bukti otentik yang sah sebagaimana disyaratkan oleh 
pasal 180 11IR, dan tidak mungkin ada, karena seperti telah dikemukakan dalam angka 7 
Jawaban dialas, Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang sah yang dapat dipergunakan 
menggugat Tergugat I dalam perkara ini. *

9. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi secara khusus, seluruhnya dinyatakan sebagai ditolak.

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dialas mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusal menolak seluruh gugalan Ponggugal ; ....................... ........................ ............... . . . .__________

JA W A B AN TICRGUCAT U :

D A I.A M  l 'O K O K  PKUKAUA

A. D A l.A M  KONP1CNSI : . .

Bahwa Tergugat U menyangkal/menolak dalil-dalil yang d&cmukakan Penggugat kccuali apa yang 
diakui secara tegas; ’ • ' V
K rm m lniiis  P cm licria it K red it.: , • . . ;* * 4r - . i * . * • * * .. •
l. Bahwa ‘te rg u g a t 1 (PM’. Swakarsa Binasejnlitcra)¡-tadinya adalah Debitur pada kantor

I c-rgugal 11. Berdasarkan Akta No. 12, Igl. 7 Aguslus,l997 yang mana Tergugat I dimiliki oleh
pem egang saham nya masing-masing : •
• PT. Swadaya Pradapratama sebesar X0 %
• Ny. .ludilh Socjadjaya (Penggugat in ca.su) sebesar 20 %
Pengurusnya adalah

P 'ick lu r Ulama Drs. Tjandra Budiawan Sutandio
• Dircklur Agus Widjaya

Ny. Juuila lndraljuatja
• ' Komisaris l.Maina • ‘ ‘ - Jocy Ilarjanto.Wihardjo
• Komisaris Ny. Yusliua Rosalia Sugiliarto

Ervvin I-Iardadi Budiharto
(Bukti T.I1-1)

Baluva berdasarkan Perjanjian Kredit dengan. Jaminan No. 68 tgl. 7 Mei 1997 PT. Swakarsa 
Binnscjnhlcra (Tergugat .1 ); telah mendapatkan^ pi’tijaman dari Tergugat II sebesar USD
5.000.000,00 (l .ima Juta Dollar AS) dalam bentuk Kredit Investasi (Bukti TII.2)
Adapun jaminan hutang tersebut dialas adalah sebagai berikut:.
a. SM M No. 19X/Gondangdia, J1 Suwiryo No.' 49 Jakar1a Pusat A/n. Judith Soeryadjaya (Tjia 

Mai I..an), in casu Penggugat dibebani Hak [ijanggungnn peringkat I No. 1197/1997 tgl. 13 
Juni 1997 Jo. API 1T.No.4 9/Mcntcng/1991 $ 3 0  Mei 1997 (Bukti Tn.3)

b. S lIG B  No.345/Kcbon.Mclali, Jl. Teluk Dctiing;No. 41, Jakarta Pusat A/n. PT. Swakarsa
Bniascjahlcra (Bukti TU.4) in casu Tergugat I dibebani Hak Tanggungan peringkat I No. 
1773/1*997. t .

c. Sebagian dari SIIGB No. 6/Tapos, Desa Tapos Bogor, milik Ny. Judith Soeryadjaya in 
casu Penggugat. Pengikatan jaminan dengan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa No 
74, Igl. 7 Mei 19.97 (Bukti '111.5)

3. Bahwa berdasarkan Pcrjai\jian ,Krcdil dengan Jaminan No. 76, tgl. 11 Agustus 1997, PT. 
Swakarsa Dinascjahlcra (Tergugat 1) telah mendapatkan tambahan pinjaman Kredit Investasi II 

, dari •Tergugat 1.1, sebesar USD 4 Juta yang e(|Mtalcn menjadi Rp. 10.250.000.000,- (Bukti 
*111.6 )
SchiiuMfa Piniamnn Tcrnuant I kepada Tergugat U m enjadi:
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• Kredit Investasi I IJSO. 5.000.000,00
• Kreilil Investasi II USD. *1.000.000,00 ( Rp. 10.250.000.000,-) j
Dengan tambalmu jaminan lintang tersebut adalah : ;

S11M No. 13/Kebon Melati, Jl. Teluk Betung No. *10, Jakarta Pusat, milik Ny. Judith
Soeryadjaya (Penggugat) dibebani Hak Tanggungan Peringkat I No. 2190/1997, tgl. 12
N opem ber 1997 Jo. AP1IT. No. ill/T anah Abang/i997,'ig).26 September 1997 (Bukti
t u .7) * "

•I. Adanya perubahan hutang Tergugat I sebagaimana diluangkan didalam Pembahan Perjanjian 
Kredit No. 158/lTK-AM B/0897,tgl. 19 Agustus 1997, menjadi sebagai berikut: ,

Kredit Investasi l USD. 5.000.000,- ’ " mettjadilJSD. 5.000.000,-
• Kredit Investasi II USD. 4.000.000,- ( Rp. 10.250.000.000,r) menjadi 1JSD. 3.500.000,- 
Scdang jam inan tidak mengalami perubahan. (DukliTlI.8).

5. Bahwa sejak tgl. 26 Maret 1998 P.T. Swakarsa Butascjahtara..(Tergugat l) telah lalai v.nluk
mcIaUsanakau kewajibaimya, sekalipun telah berulang kali ditegor oleh Tergugat II (Bukti 
TT1.9), tetapi Tergugat I dan Penggugat lidak mengindahkannya. Mengingat bahwa usaha. 
Tcrgvgat II untuk menyelesaikan hutang piutang secara musyawarah tidak mencapai hasil, 
kai cna Tergwgai 1 dan Penggugat lidak kooperatif, maka Tergugat II mengajukan Permohonan 
Annmaning dan Sita Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terbukti 
dari Penetapan Teguran No. 013/1999/EKS/PN.JKT.PST tgl. 28 Januari 1999 yang ditujukan 
dan dikirim ke Penggugat dan T ergugat 1. (Bukti TU. 10).

6. BaUw.i T eg u ran /Aanmaning ictucbul dialas lidak diindahkan oleh Penggugat dan Tergugat 1, 
t nak a Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan pelaksanaan Sila Eksekusi sebagaimana 
terlihat pada Penetapan Hksckusi No. 013/1999/liKSA'N.JKT.PST tgj. 17 Pcbmari 1999 
(Bukti T IU  l)  dan Berita Acara Sita Uksckusi igl. 10 Maret 1999 (BuktiT11.12)

7. Bahwa setelah Sila Eksekusi diletakkan uleh Pengadilan Gegeri Jakarta Pusat atas obyek yang
saat ini diperkarakan Pcnggugai.. barulah Penggugat dan Tergugat 1 didampingi pengacaranya 
Yati Apul I lasiholan Gii^ang, SILmcnghubungi Tergugat U untuk membicarakan penyelesaian 
hutang piutang tersebut. ; » •.

X. I.lnhwn dari beberapa kali pcilcmiian antara Penggugat, Tcrj»tigat t d’an Tergugat II dilakukan di 
kantor Tergugat 11 dan yang terakhir dilakukan 'di kantor :Pc’iiggugal, telah disepakati bahwa 
untuk melunasi hutang-hutangnya Penggugat dan 'Tergugat' t akan mchycrnhkan dengan suka 
rela dan secara baik-baik asset dau jaminan miliknya antara lain :
a. .Sertifikat IlM  No. 19K/Gondatigdia, Jl. Suwirya';No.'49 Jakarta Pusat An. Ny. Judith 

Soeryadjaya (Tjia Mai laii)/iu casu Penggugat dengan liak opsi. 12 bulan maksimum.
b. Tanah Kavling No. A-19 fl pada Phasc III B, dilokasi'Pcmukiman Rmcralda, Cimanggis, 

Bogor, milik Nyonya Judith Soeryadjaya (Penggugat).
e. Sertifikat HGB No.345/Kcbon Melati. .11. Teluk Betung No. 41, Jakarta Pusat atas nama 

PT. Swakarsa Binascjahlcra (’Tergugati)
Bahwa kesepakatan tersebut telah diluangkan didalani Akta Perjanjian Penyerahan Jnmlnan 
pada tanggal 12 M are t 1999, yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugnt I  dan 
T erg u g u i 11 dan dilegalisir oleh Notaris Tabir Knrmili, S H (Bukti TU. 13)

9. Bahwa seluruh isi Perjanjian Penyerahan Jaminan tcrscbut;(Btikti TII.13) dituangkan kcm,bali 
dalam Akta Notariil oleh para pihak ‘Tergugat I dan Tcrgugat II dengan menandatangani 
Perjanjian akta N o. 16 tanggal 23 Maret 1999 (I3ukti ‘TTLM),>'dU\adapan Tabir Karmili, SH, 
Notaris di Jakarta dan sebagai saksi dari pihak Pehggiigat* adalah pengacaranya -Yan Apul 
1 Insiholan Girsang, S1I. dan dihadiri sendiri oleh Penggugat,- dimana sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari perjanjian tersebut Penggugat lelah menandatangani Kuasa Menjual secara 
Notariil atas bidang tanah yang diperkarakan ini, sebagaimana terbukti dari Akta Kuasa 
Menjual No. 1R tanggal 23 Maret 1999 (Bukti TU..15)

1 o. Bahwa T ergugat I dengan suratnya tanggal 17 Maret 2000 inohon kepada Tergugat II agar hak 
opsi yang akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal.23 Maret 2000, tetap diberi 
kesempatnn lagi unluk waktu 6 bulan, permintaan tersebut telah, ditolak oleh Tergugat II 
dengan surat N o .;053/BM-Dir/lll/2000 tanggal 20 Maret 2000 (Bukti 171.16) .

11. Bahwa setelah lewatnya masa opsi hal mana cukup menjadi bukti bahwa Tergugat I tidak 
memiliki kemampuan unluk mcucbiis/mcmbeli kembali .rumah yang saat ini sedang 
diperkarakan Penggugat, maka Tergugat II lelah menegor Tergugat I dan Penggugat agar 
segera m engolongkan rumah tersebut dan memenuhi ketentuan yang ada di dalam Akta No.
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Ki innu.iv.»! 7.3 Maret 1 W  yang, diakui Pcnggugal didalam Gugatannya dalam pokok Perkara 
hal. 2 Nomor 5 barui kc \5 dan seterusnya, sebagaimana terlihat pada :
1. SunU tce.unn pcngtsongm ruraah No. QQ6H^-U^Q3()0 Van̂ aV2.S» Mjk I 2000,
2. Siaj-at icgonm pengosongan romah Ko. O O ^ I l^ U ^ I lO  feinggsIl 5 Apni^OOO.
3. Surai tegoran terakhir pengosongan rumah No. 008/Lgl:Ltg/040() tanggal 13-4-2000.

(HukliTU.17) ” " ' ; t , . v .  .. ‘
Bahwa objek yang saat ini sedang diperkarakan oleh Penggugat jauh sebelumnya sejak tanggal 30 
Mei 19S*7 telah menjadi jaminan hutang Tergugat 1, dan telah dibebankan Hak Tanggungan oleh 
Tergugat II, maka sebagaimana diatur di dalam UU Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996, dan UU 
Perbankan No. 7 tahun 1992, maka pemilik jaminan in casu Penggugat telah mengetahui 
kuusekwensinya jika debitur macet (Tergugat 1) maka Kredilur/Bank/Tergugat U, diberi hak 
pi ioriins uniuk mendapatkan haknya dari penjualan jaminan tersebut. Akan tetapi berdasarkan 
keinginan dan permohonan Penggugat’dan Tergugat l agar rumah tcrucbul jangan dilelang dulu, • 
hal tersehut dikahulkan Tergugat 11, maka dUaiulalauganilah Akla No. 16 tanggal 23 Marcl 1999 
(Bukti T1I. M) perjanjian mana diperkenankan oleh Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Direksi 
IJ.mk Indonesia No. 3 l/l 50/Kcp/Uir tanggal 12 Nopcmbcr 1998.
Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat 1 ingin mengingkari Akta No. 16. Perjanjian dan Akta 
Kuasa Menjual No. 1K yang lelah diberikan kepada Tergugat U, hal ini sangat merugikan Tergugat
11 dan masyarakat pemilik dana yang mempercayakan uangnya kepada Iergugat II untuk dikelola 
dan yang uangnya dipakai untuk membiayai pinjaman kepada ‘Tergugat I dan Penggugat sebagai 
pemejjang saham pada Tergugat 1. . . ’
C.)loh karena itu sangat tidak adl( bila cara-cara Penggugat yang berbuat melawan hukum , 
hanya mau enaknya sendiri, merugikan Iergugat 11 dan masyarakat penabung ini kemudian 
dilindungi oleh hukum. ■■ >■>-.. ... , • • ...
Pengait uraian-uraian dialas dan didukung oleh bukti-bukti otentik, dapat d'isimpulkan bahwa 
T erguga t II lidak pernah, inclnkukmt tindakan-' perbuatan .melawan hukum maupun 
m engingkari Janji te rh a d a p . pcrjaujian/ke.sepakalan-ktecpakatan yang dibuat dengan 
T erg u g a t T dan Penggugat. Bahkan fakta-fakta dialas memmjtikkan betapa Penggugat dan 
T ergugui 1 sungguh-sungguh tidak menghargai dan tklnk peduli dengan kesepakatan- 
l>e.sepakalmi/perjanjiati-pcrj;mjian yang dibuat dengan pihak Tergugat II, karenanya 
tiM-hukli Penggugat dan ‘Tergugat 1 telah melanggar pasal 133H KUH Perdata, yang mana 
penyelesaian huiang piutang secara musyawarah dan mufakat yang dituangkan di dalam Akta No.
\<\ tanggal 23 Marcl 1999 (Bukti TlI-14) tidak dilaksanakan, bahkan mengajukan gugatan 
dengan dalil yang sangat mengada-ada. Penggugat dengan dalil bahwa yang menikmati 
Fasilitas K red it adalah Tergugat l, sejak tanggal awal pengikatan telah sama-sama 
d ipaham i/d isetu ju i oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IT,'jikalau.akhirnya kredit 
te rsch u l penggunaannya tidak berhasil itu adalah resilco dan urusan interen Tergugat I dan 
Penggugat, sebagai Pemegang/Saham di 'i'crgugat'.l^ajcpcm ilik jaminan dan sehingga tidak 
p a tu t dan  .tidak dapat dipakai, .sebagai alasan untutr merugikan Pihak Tergugat II, sebab 
menurut l.U.I Perseroan Terbatas pasal 56 UU No. T'^Fli.1^5.dan pasal 11 dau 18 dan Anggaran 
D asar ‘Tergugat I No. 3.3^41^ 8 Mei .1996-kerugian yang dialami Tergugat I harus 
dipertanggungajawabkan Pengurus Tergugat’i di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat
1. dan fakta terpenting dan’ tak terbantahkan balnva pada saat kredit diberikan Penggugat telah 
menandatangani Akla I lak Tanggungan sebagaimana undang-undang mengatur tentang Pengikatan 
Jaminan Kredit (Bukli T.II.3)

B. DAI »AM ROKF.INPICNM

• Bahwa dalam dalil-dalil yang lelah dipergunakan didalam Konpcnsi hendaknya dianggap
dipergunakan kembali untuk/dalam Kckonpcnsi. . .

•  Balnva sesuai dengan Pasal 1 Akla No. 16 Igl. 23 Marcl 1999 karena penggugat tidak juga 
men£.>songkan nunah tersebut, maka Penggugat dikenakan dengan sebesar Rp. 2 juta perban 
sejak lauggal 24 Maret 2000 dengan maksimal 30 liari.

• Bahwa akibat dari Gugatan ini Tergugat II sangat dirugikan secara materiil dan iinmaleriil, 
maka alas kerugian iinmaleriil lersebut Tergugat 11 menuntut Penggugat sebesar Rp. 1 Milyar.
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fii luntliisnrkan segala ajia yang diuraikan dialas Tergugat II Konpcnsi dan Penggugat 
livi/M'/iA»' nmhon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jalcarta Darat berkenan dengan 
ĵ iii kr,nfHan memutuskan  *.
r*-C*
Jam K onncnsi :
l
r

ilam Provisi :
Menolak permohonan Provisi 'Penggugat uuluk seluruhnya, karena objek yang diperkarakan 
saat ini telah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusal 'untuk 'kepentingan Tergugat II, 
sebagaimana terbukti dari Penetapan No. 013/1999 Uks tanggal-17-2-1999 (Dukti T ll.- ll)  dan 
Herila Acara Sila tanggal .10 Maret 1999 (Dukti TU.12)

talam Pokok Pcrkarn :
. Menolak gugatan Penggugat tanggal 8-4-2000, untuk seluruhnya.
. Mcncritnn dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat 11 pada jawabannya dalam perkara ini untuk 

seluruhnya.
. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar dan tidak, beritikad baik.

Menghukum Penggugat agar melaksanakan seluruh isi Perjanjian No. 16 (anggai 23 Maret
1999 dan Akta Kuasa Menjual No. 18 tanggal 23 Maret 1999. 1

L Menghukum Penggugat, Tergugat l uuluk luemntuhi isi Putusan ini.
I. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Dalam R ekonpensi :
T. M engabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi.
1. M enyatakan Icrgugal Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan 

kerugian materiil dan immaleriil bagi Penggugat rekonpensi.
3. M enghukum  Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000,- 

x 30 hari ~ U p. 60.000.000,- dan kerugian immatcriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 
ru p iah )  k ep a d a  Penggugat Rekonpensi selambat-lamba|nYa 7 hari sejak permohonan ini 
dikabulkan dan m em punyai kekuatan hukum yang tetap! T ; ’

Atau apabila Majelis llakim berpendapat lain, Tergugat XI mohon putusan yang benar dan
seadil-adilnya, uuluk kemaslahatan masyarakat banyak ; — —------——------------------- ---------------- ---

*
Menimbang, bahwa unluk membuktikan gugatannya, Penggugat dipersidangan lelah 

mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fuioeopy sesuai asli bermaterai c\ikup Akla Perjanjian No. 16 tertanggal 23 Maret 19S9 (bukti
P - l) .  •

2. Fotoeopy dari fotoeopy bermalerai cukup Surai dari Pcnggugal kepada PT. Swakarsa
Dinascjahtcra ( Tergugat l) tertanggal 0K September 1999 (bukli P-2).

3 . Fotoeopy dari fotoeopy - bermaterai cukup .SuratJ.dan Penggugat kepada PT. Swakarsa 
Dinascjahtcra (Tergugat 1) tertanggal 30 September. 19^9 (tiikU P-3).

A . Fotoeopy dari fotoeopy bermalerai cukup Surai dari Penggugat kepada PT. Swakarsa
Dinascjahtcra ('Tergugat l) tertanggal 01 Maret 2000 (bukti P-4).

M enimbang, balnva unluk membuktikan sangkalannya ‘Tergugat I lelah mengajukan surat- 
surat bukiT sebagai berikut : . '. .

1. Fotoeopy sesuai asli bermalerai cukup Akla Notaris Tahir-Kamili, S lIN o. 16 tanggal 23 Maret
1 999 (bukti T  M ).

2 . F'otoe.opy sesuai'asli bermaterai cukup Surat.‘Tergugat I PT. Swakarsa Dinascjahtcra kepada 
Tergugat II PT. Dank Artamcdia (Bank Media) tertanggal 17 September 1999 (bukti T 1-2).

3 . Fotoeopy sesuai asli bennalcrai cukup .Surat Tergugat i PT. Swakarsa Binasejahtcra kepada 
Tergugat II PT. Dank Artamcdia (Bank Media) tertanggal 17 Maret 2000 (bukli T 1-3).

'1. Folocopy scMiini asli bermalerai cukup Surat ‘Icrgugal U P'T. Bank Media tertanggal 20 Maret 
2000 kepada Tergugat 1 (Imkli T M).
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l'olo ro p y  bennalerni ctikup .Sursil ' 1*01^*13:1! JI. PT. Bauk M edia tertnjiggnl 28 M aret
2iuu) kepadn T ergugui I (bukti T-5).' • ■ ^
lo lo  co p y  $csuni asii bcmintcrni cukup Surat Tergugat II. PT. DnJik M edia tcitanggaJ 13 April 
2D0O kepnda T ergugui 1 (bukti T-l-6).

M enim buni;, bnlnva untuk membuktikan sangkalannya T e ru g a l U Iclsift mengajukan surat- 
nral l»11 k I i seUip.ai berikut :

. I’o tocopy  dari lolocopy berinalerai cukup Akta No. J 2 laugg;il:7 Agustus 1997 (bukti T 11-1).
L l ’o locopv  sesuai asli bcriuatcr.ii cukup A ktaN o. 68 tunggal 7 Mei 1997 (bukti T 11-2).
I ro l (»copy neruini smli bennalerni cukup SU M N o. 198/ Gnndnngdia, .11. Suwiryo No.49 jnknrta 

Pusat (bukti T  11-3).
I. P o locopy  sesuni asli bcrm alerai cukup SlIG D N o. 345/K cbou Melati, JI. Teluk Betung No. 41 

ja k a ita  J%nr^at (bukti T I M ) .  
y V olocopy iiesnai a.«di berinalerai cukup Surat Pernyataan tertanggal 2 Mei 1997 dau .Surat 

Kclci au.cau No. K J)-lU i/V /97/SK /0l7  lerlanggal 2 Mei 1997 (bukti T  11-5).
6. I 'o locopy  sesuai asli berinalerai cukup Akta No. 76 ta n d a i 11 A rusIus 1997 (bukti T  11-6).
I. i*ol«K»>py da i  i fo«*Kwpy Iicm in a le in i  c u k u p  .\HIM No. l .V  K e b o »  M e la t i ,  Jl. *rctuk lSetu»& ino. 
f /IM .1 -«I: m l:t P n s a l  ( b u k t i  *1* 11-7). . . .
I. I 'o tocopy  sesuni nsli borniutcrui cukup Pembahan Perjanjian Kredit No. 158/PPK-AMB/0897 

Inug.0/.i1 19 A gustus J 997 (bukti T* 11-8). •
9. l-’o lncopy dari lolocopy hermnlerai cukup Surnl Tegoran Tergugnt Jl ke Tergugat I (bukti T I I -  

9).
tu. Futiu opy duri (biocupv bcrmalerai cukup .Penetapan Tegorau/ Anuniauing No. 

<■ 1.1/J 9'»'VI ;H:>/PN..IHT.PST tanggal 28 Januari 1999 (buk liT li-M ).
II | 't \ in rn |iy  iinri lolocopy hcnntjfcrni cukup Penetapan Sila'J.ilcsckutti No. 0 ¡3/1999/EKS/PN. 

.I| .T.P:*T lau.eeal 17 1‘cbm ari 1999 (bukti *1* 11-11).
1?. Fo ioeopy  iliiri lolocopy berinalerai cukup Tlcriia Acara Sila. Eksekusi No. 0LV1999/EKS/PN.

.11 " r .l 'K T  i:oit»i*:il I O tnnrcl .1 99S* (bukti T  1I-.I 2). 
r» l'o locopy  sesuai asli bennalcrai cukup Akta Perjanjian penyerahan Jaminan pada fanggnl

I ’ imuvl 19'^' (bnkli T  U-l.V).
I I. i-Vioc.i'jjy ser.uai asli bcrmalerai cukup Akta No. 16 langgal 23 Msucl 1999 (bukti T  1I-M).
i;;. l-oi'»».*(»|»y scj-uni asli bcinsilcnir'cukup A k la. >1 o. l,°. langgal 23 Maret 1999 (bukti T-J.l-15).
16. J 'olovopy.tku i totocopy berinalerai cukup Surai Tergugat II No. 053/IJM-D.1U/1IJ/2000 tanggal 

?n ManM JMioo (t.ukli T  II-16). . *
17 1 ;oiM',opy rkn i lolocopy bermaleiai cukup Surai legoran pengosongan rumah No. 006/Lgl- 

l .!»•/< 13 w« i.H Maiol 2fWf>. f*.urat lefiornn peugonongnn rumaJi No. O07/Lgl-Lfg/Q/I00
5 April ¿000 dan .Surai lejgor.au lerakhir pengosongan nunali No. COS/Lgl-I/tgAMOO 

«:ttif.»5*.i»l 1.1 April (bukti T  II-1 7).
. . % * . . * r •* •

Menimi »aur., bahwa atas kesempatan yang lelah diberikan, Penggugat dan Tergugat J telah 
uiriiv.UMltMn iii|ak iu*'uotijnk:uv. p.akr.i-saksi dalam perkara - ini, sedangkan Tergugat !T telnh 

? i ) otaur. saksi-saksinya tiinsiu^-umsuig bernajita T’ahir Kaitiili , i>H ynng 
,lnl< iio:n !.*iiinp*.i|i »oaintinya <hm Yau Ajutl CJir^aii/i.;.SIJ yaug didengar keterangannya

'laupa s»uii|«:ib p:i*.la pol;okuy*M nicnibcrik«u keterangan sehagainuina termuat di dalam Berita Acara 
i'-m¡•¡(ItiiHfn v.miv. Im.m•:mm<*I:hI:ui. uuluk UHMiyui/'.kal iir.uau,'liarub*hili diitnt;gap lelah diuias*ukk<ui

m : • i t * • 1 | iiM ; - .............  v.---- -----------------  ------- ------------------------ --------------------------- --------------—
t

M**tMnil?i»n.?».. bolr-va .'vlanjnliiya lelah Irrjadi hal-hal rli|)ersidangan Keperii lermaJctub dalam 
-i l',*r, id’.ui ;̂:ui ilan untuk menyingkat uraian,• harus dianggap lelah diiunsukkan daa

1111! ̂ 1* mi* l’»;«.• i:•* 1 ; :ii»v Ii«Isilt l**i |'i*::ilihiu dari uraian putusan ini ; ....... .................—-— ----- ---------
#

M -'unubtuir balr.va Iv'dua hrlah pihak lelah inenj'atakan tidak ada lagi ynng akan 
:t» imi *i:il:ioi j- i I mi ;» mi. (|;ui pada akhirnya masing-masing mohon pnlusjui P.eugndihm;
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bahwa makiaid dan lujuaii i> ugalan penggugai skkiisiii sepeni lerseinil dialas :

Menimbang. bahwa knroiia gugalau penggugat disangkal oleh paraTergugat, sesuai Uukuui 
>r>ttil 111U (i:iti kepada Penggugal tcii>ebani imliilc inemhukiikau dalil gugatannya, sebaliknya kopada 
v.n:t ‘| ‘ci‘/ttijL*5\l dibebankan pula membuklikan dalil sangkalannya;............ ......... —------— ---------

Menimbang, baliwa unluk nicmbukliknn gugatannya penggugat tclnh mengajnkan bukti 
mrai-surai yang dibori tanda P-J s/d P-'l, dan unluk membuklikan sangkalannya Tergugal I 
mengajukan bukli rniral-surat yang diberi landa TJ.-1 s/d Tl-6, dan Tergugat II mengajukan bukti 
nirat-Mirnt yang diberi landa T IM  s/d TIM 7, serta. snksi yang didengar dibawah sumpah bernanm 
T:ilui Kamili. .S1I dan Yaji Apnl Oirsnng. SII yang didengar keterangannya luupn sumpali; -------- -

Menimbang. bahwa selelah mempelajari (intaian, Jawaban, Replik, Duplik dan bukti 
niral-surat y»mg diajukan kedua belah pihak seria saksi-saksi Majelis hakim berpendapat bahwa 
poliok pcrsonlmi yang diperselisihkan dalam perkara ini adalah :.

I. | iahw.i inoiiunil Peugi'iigal. baliwa Penggugal ndalah pemilik sebidang tanah berikut bangunan 
ili:il:iruy:», ::Heu»pnl dikenal sebagai Jalan JJuwiryo No. *19, Menteng, Jakarta. Pusat, Sertifikat 
lial: M il¡1: Nomor : 198/ Goudaugdia, seluas : 682 in2.:.(dalam perkara ini disebut obyek
................ ...............................................................................................................................
naliwsi obyek seugkela lersebul lelah dijadikan juuimau oleh Tcrgugal I selaku debitur alas 
I miang kepada Tergugui II (Kredilur), sedangkan Penggugat lidak menikmati kredit tersebut.
melainkan bauya Tergugui I saja ; ........................................ ;--------------------------------- ------------

i. Ii:iltw:i |»oiii*i».ujy.it memberikan obyek sengketa sebagai jamiunn karena. mlattya jaminan dari 
| melalui kesepakatan hak opsi unluk ufengambil kcinbali barang jnmimnn (obyek 

iir;l:ol:i) yan/* diberikan Tergugat II kepada Tergagal I selambnl-lambalnya sampai langgal
23 Marel 2HOO dengan nilai lelap sebesar llp. 3.350.000,000,-;----------------------------------------

l. I V.iliwa selelah beberapa kali dilegur unluk melakssuiakaii hak opsi lersebul. Tergugat I lelah 
lid.ik mol ii k.v.u r.ika i my a. sehingga pethu;il>ui Tergugat I merupakan perbualau ingkar jonji/ 
vvniipi ri lasi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, karenu itu Tcrgugal I diperiutahkan
nniiih membayar hulnngnyn kepada Tergugui J.1 sebesar Rp. 3.350.000,000,-;—*-------------------

5. Uahwn begitu pula lindakan Tergugal II yang memerintahkan ugar obyek sengketa 
dikosongkan adalah bertentangan deugau hukum karena obyek sengketa dijadikan jaminan 
tli.Mi.qau hal: opsi bukan pengalihan, hak sehingga, tindakan tersebut merupakan perbuatan 
iup.kar limji/ wanpreslasi, selanjutnya selelah Tcrgugal I membayar ¿ejumlah tersebut dialas 
Ten;ngai U mengembalikan scrtifikal tanah obyek sengketa kepada Penggugat, karena ilu Akta 
Perjanjian penyerahan jaminan tertanggal 12 M areU990 jo. Akta KnasaNo. 18 tertanggal 23 
Marel 1999. yang dibunl elihndapan Notaris Tahir’kanuli, S)T, sepanjang mengenai obyek

• . '•}*!'5*.. i-.-"» "• .* ‘
P.ahvva meutirul Tergugat !, selelah menerima:pinjaman clnri Tergugat II dengan jaminan 

auiarn lalu obvok sen^kola,‘Veigugat 1 bukannya lidak mau melaksanakan hak opsi tersebut, akan 
tetapi kareua situasi perekonomian yang sedang dilanda krisis, usaha Tergugat J menjadi tidak 
lnii'::n . - h in g g a  pengembalian hutang kepada• Tergugat. II menjadi macet, Tergugat I telah 
mcmolmn agar Teigugal II inau nieniberiknn keViiigaiuin tai'a pembayaran alaii memperpanjang 
hak op;:i Ivu-t IhiI unluk jangka Vvaklu lorlenlu. Iclapi (likcsimipingkan Tcrgugal 11; ......................

Me-nimbang. b ah w ain r jmnil' Trr»(ujistl II brthwii karrna jangka, waklti hak opsi yajig 
ilil*.M ikun ki pada ‘i n  I tehih' lerlowali. dan Mer^iigat J. lelah lidak memenuhi fcewjyibannya, 
dilaiu pibal: obyek .‘?on.i;ke la lelah dibeb;uii Iluk Tanggungan, m aku Tergugat II mengajukan 
»*l:#:i'l;u?:i ke Pe ngndilan Negeri Jokaila. Pusnl-dibawaJi No. 013/1999/Elcs/PN.JKT.PST dalam 
^kiicki.isi mana telah dilakukan Aajimauing, kemudian dilanjutkan dengan adanya Sita Eksekusi 
srhiiip.n.a |'»ribualan Tergunjil 11 buknu wanpreslasi: ----------- -----------------------------------------------

Meni)nbniig. bahwa dari perselisihan tcrsebul, maka yang harus diselesaikan adalah :

I. Apakah Tei «ui'al I h'lah mcneiima pinjaman dari Terautinl II denonn im n i i n n  nnlm-n I...*.Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH UI, 2008



i Jika persyaratan hak opsi tidak dilaksanakan oleh leigugat 1, atau telah berakhir, apakah 
■ terhadap obyek sengketa harus segera diserahkan kepada Tergugat 11, -----

M enim bang, bahwa berdasarkan Dukti 'T 11-2, T 11-6, dan T n - i , :bahwa Tergugat I telah 
cueiima fasilitas kredil investasi dari Tergugat 11, dengan jaminan antara lain Sertifikat Hak Milik 1
b.l9X/Gondangdia, Jalan Suwiryo Mo. ‘19 Jakarta Pusat (obyek sengketa) tercatat sebagai 
miegaug haknya adalah Judith Soeiyadjaya’ (Penggugat), dimana atas obyek sengketa tersebut 
bebani H ak Tanggungan Pcnngknl I Mo. 1197/1997 tanggai 13 Juni 1997 (videbuktiTII-3) j —

M enim bang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat 'menyatakan bahwa Penggugat 
acmhcriknn obyek sengketa untuk dijadikan jaminan, karena adanya hak opsi oleh Tergugat I 
■iluk m engem balikan obyek sengketa kepada .Penggugat;---------- ;— — ---------------------------

M enim bang, bahwa selanjutnya apakah benar bahwa dalam pemberian kredit oleh 
tergugat II kepada 'Tergugat I ada diperjanjikan persyaratan bak opsi terhadap obyek sengketa; —

M enim bang, bahwa berdasarkan bukti P -1 yang sama deugau bukti T 1-1 dan T 11-14, pada 
i’asal 2 bulir a. disebutkan : “ bahwa untuk tanah dan bangunan llak Milik Nonvor 
l9H/Cioiulangdia Jalan Smviryo Mo. 49 Menteng, meskipun pihak pertama (Tergugat 1) telah 
melakukan penyerahan kepada pihak kedua ( Tergugat 11) dengan menandatangaui akta jual beli 
atau akta pengalihan lainnya didepan, ^Notaris yang ditunjuk pihak .kedua, pihak kedua akan 
memberikan hak opsi untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung lauggai perjanjian ini kepada 
pihak pertam a senilai Up. 3.350.000.000,-, ... dst, dan hak opsi .tersebut atas permintaan pihak 
pertama, pihak kedua akan memperpanjang hak opsi untuk jangka waktu 6 (enam) b u lan ;---------

M enim bang, bahwa ketiga bukti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap barang 
jntniuan benipa obyek sengketa tersebut telah diberikan hak opsi oleh Tergugat U kepada Tergugat

M enim bang, bahwa sebagaimana diakui dalam jawabannya .bahwa Tergugat I tidak dapat 
melunasi kewajiban hutangnya kepada ’Tergugat 11 karena keadaan perekonomian, sehingga untuk 
m e n g e m b a l i k a n  hutangnya kepada 'Tergugat 1.1 menjadi macet dan telah meminta untuk

M enim bang, bahwa pengakuan adalah merupakan bukti sempurna, seliingga demikian pula 
bahwa binjjga jangka waktu berakhirnya hak opsi yang diterima Tergugat l  tersebut, Tergugat I 
lidak dapat mengganti barang jaminan benipa obyek sengketa dengan barang jaminan lainnya ; —

M enim bang, bahwa (lengan tidak dapat mengganti barang jaminan benipa obyek sengketa 
kepada Tergugat II tersebut, dilain pihak 'Tergugat 1-sendiri telah menerima pinjaman, maka 
dengan tidak dapat mengganti barang jaminan tersebut tentunya sangat, beralasan bagi Penggugat 
untuk m erasa kekhawatiran akan * keberadaan obyek sengketa tiersebut, .padahal Penggugat 
sebagaimana bukti P-2, P-3, dan P-4 telah memperingatkan kepada Tergugat I agar melaksanakan 
opsi tersebut dan selanjutnya menyerahkan surat-surat tersebut kepada Penggugat; ------------------

M enimbang, bahwa karena 'Tergugat l sekalipun .. ielali beberapa kali diperingatkan 
rentM\u«ai agar melaksanakan opsi tersebut, akan tetapi: itemyala tidak dilaksanakan, maka 
perbuatan 'Tergugat I dapat dikwaTitisir sebagai perbuatan wanpreslast yang merugikan Penggugat;

M enimbang; bahwa berdasarkan bukti P-l ’yang sama dengan bukti T 1-1 dan T 11-14, yang 
ilalain Pasal 2 butir a. disetujui bahwa nilai obyek sengketa telah ditegaskan sebesar Rp.
3.350.000.000,- dan hal ini merupakan kewajiban hutangnya Tergugati kepada Tergugat H, maka 
Tenyijiat I harus dihukum untuk membayar sejumlah itu kepada Tergugat It setelah perkara ini 
di'uiiiis’ demikian pula Tergugat II karena hal ini telah' diperjanjikan harus pula menerima 
pembayaran dari Tergugat I sebesar lersebul dialas ; ----------------------------------------------------------

! Menimbang, bahwa karena obyek sengketa yang dijadikan barang jaminan tersebut
: merupakan miliknya Pcn^u{?a( yang nyM-yn!? dari petroritowan persidangan bahwa Penggugat
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l'ulak pernah menerima pinjaman dari Tergugat U, maka dengan beralihnya kewajiban Tergugat I 
iiic'inl):iy:ir uang sebesar Rp. 3.350.000.000,- kepadu Tergugui UU, mukaTergugot II atau pihak 
itv.mnpuu yang memperoleh hak daripad;u\yu dihukum untuk mengembalikan sertifikat tanah Hak 
M ilik No. 1V8/ Gondangdia, berikut bangunan ruinnh tinggal dintaanya terletak di Jalan Suwiryo 
No. '19 Menteng, Jakarta Pusat kepada Penggugat setelah Tergugat I melaksanakan pembayaran
hutangnya sebesar Rp. 3.350.000.000,- kepada Tergugat I I ;  --------  -------------- --------------------------- ---------  *•

• : . 1

M enimbang, bnliwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Tergugat
I yang tidak melaksanakan opsi tersebut merupakan perbuatan wanprestasi, dan Terggugat I 
di hukum untuk membayar sejumlah 3.350.000.000,- kepada Tergugat II, dan obyek sengketa 
tersebut setelah Tergugat I membnynr nejutnlnlt itu harun dikembalikan kepndaPenggugut; -------- . 1

M enimbang, bahwa perjanjian Penyerahan Jaminan tanggal 12 Maret 1999 (vido bukti T  
U-13) yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat U, sekalipun ada persetujuan Ponggugat, jika 
diteliti secara lebih luas, pci Rctujiian Penggugat tersebut dapat diartikan sebagai persetujuan Becara 
uiiMi, dalam aili bahw a Tergugat 1 dalam batas waktu yang diberikan Tergugat II untuk melakukan 
h:ik opsi. sehiue.ga bukti T  11-13 dapat dikategorikan sebagai persetujuan Penggugat secara

M enimbang. Imhwn karena Tergugat teluh tidak meluksimukun hak opsinya, diloin pihak 
Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai persetujuan bersyarat; maka dengan demikian Perjanjian 
Pcnycrnhnn Jnjuinnn yang dibuat nutara Tergugat 1 dun Tergugat II (vide bukti T 11-13) dan Akta 
?viinsn No. 18 Inuggnl 23 Maret 1999, sepanjang obyek sengketa berupa tanah dan bangunan 
nuuali dialasnya terletak d ija lan  Suwiryo No. 49, Sertifikat Hak Milik No. 198/ Gondangdia harus 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; ------- ---------------------------------------------------------

M enimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatukan bahwa Tergugat II yang akan 
m engosongkan obyek sengketa adalah bei tentangan dengan hukum. Majelis Hakim tidak 
rrpf'ncl;ip:il. <l:ui haiu;; «likc.'iampiui’kau, karena Tergugat Tt iiiciigujukiui pengosongan tcrocbul 
didasarkan adanya perbuatan 'Tergugat 1 yang tidak melaksanakan prestasinya dalain menerima 
pinjam an tersebut, karena dalam permohonan eksekusi tersebut tidak hanya atas obyek sengketa
saja  untuk dilakukan eksekusinya, melainkan masih ada obyek jaminan lainnya;---------1—............

♦
M enimbang, bahwa akan tetapi karena sebagaimana dipertimbangkan dialas bahwa 

Tergugat 1 telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dengan tidak memenuhi opsi tersebut, 
dilain pibnk Tergugat II dalam hal ini hanis menggugat Tergugat I untuk mengganti jaminan baru 
nian menuntut untuk membayar sejumlah Rp. 3.350.000.000,- ; ------------------------------------ -----—

M enimbang, bahw a tentag tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 5.500.000.000,- harus 
dilolnk, l<nrcnn sclnin ItinLiilnn tersebut tidnk diperinci, dari pemeriksaan persidangan, Penggugat 
(idnk m engajukan satu alnt buktipuii yang menunjiikkun adanya kerugian tersebut; -------------------

M enim bang, bahw a berdasarkan Derita Acara Sita Jaminan tanggal 14 April 2000 l^o. 
J 37/JMyr.G/2000/PN.JK*l‘.PST Jurusila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tolali melakukan sita 
jam inan terhadap : “ sebidang Innah Uak Milik N om or: 198/Gondangdia, seluas : 682m2r berikut 
srlvunh bnnr.uunn rniuah tin ^ a l ' yang berdiri dialasnya, :};clempat dikenal sebagai Jalan Suwiryo 
No. '19. Mcnlon.«, Jakarta Pusat ; —-...... -....... —-—

Menimbang." bnliwa ’karena sila jaminan yang'telah dilaksanakan/ dilakukan sesuai 
kelenhmu liukmu, m aka sita jaminan tersebut harus tetap dipertahankan imtulc menjaga kerugian 
yntig  lebih besnr dnri Penggugril, knrciuiitu sitajaminnu yang diletakkan tersebut harus dinyalakan 
syah  dan berharga ; ----------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------

' M enimbang, bahwa terluidap» tuululau agar ptilusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, 
setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat, ketentuan Pasal 180 HIR lelah 
tidak terpenuhi, maka pelilum ini hanis ditolak; ---------- ----------------------------------------------------
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D A I.A M  U I-K O N l’l-NSI :

DALAM i :k s i ;i\si :

Menimbang. h;»hwa alas gugatan tersebut Tcrgugal dalam Rekonpensi lelah mengajukan ekseps 
padu pokoknya berpendapat bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat Rckonpcnsi tidak memberikan hal 
kepada penerima kuasa unluk mengajukan gugatan Rckonpcnsi *, -r—------- :------ ---------- — --------

Menimbang, bahwa atas eksepsi terscbul Majelis Hakim'berpendapat bahwa setelah menelil 
surai kuasa tanggal 24 April 2000 dari Tergugat 11 Dalam Konpcnsi kepada penerima kuasa, telal 
ternyata tidak disebutkan bahwa dalam surai kuasa tersebut kepada, penerima kuasa diberikan kuas:
unluk mengajukan gugatan kepada Penggugat Konpensi/Tcrgugal l'jalam Rckonpcnsi ; ------------------»

Menimbang, bahwa karena dalam surai kuasa tidak diberi hak mengajukan gugatan rckonpcnsi 
makn dengan adanya gugatan rckonpcnsi tersebut, maka penerima kuasa telah melebihi haknya dalan 
menerima kuasa tersebut, karena itu eksepsi Tergugat Rckonpcnsi lelah tcpal, dengan demikian cuku{

DALAM. JPt) K C. )K Pl-RKARA .

Menimbang, bahwa bersama jawabannya Tergugat II Dalam Konpcnsi telah mengajukan gugatai 
r rckonpcnsi terhadap l’cnggugat lebih jauh tentang pokok perkara« gugatan rekonpensi ini haru 

dinyalakan tidak dapat diterima : — ------------------ -r--—  ---------------------- — ...................................................

DALAM KONPLiNSI DAN KliKONPLiNsV : ^  ;*•
• •* ; • \ * ' , * t 

Menimbang, bahwa karena ::gugatan dalam .Konpen.si, .dikabulkan sebagian, dan gugatai 
rckonpcnsi dinyatakan lidak dapal diterima maka Tergugat 1 dan Tergugat'II Dalam Konpcnsi berad. 
pada pihak yang dikalahkan harus dihukum membayar ongkos perkapi; ............................................

Mengingat segala kelenluan hukum yang bersangkutan dengatrperkara ini;

M V. N C: A D I L I

DALAM KONPKNKl :

1. Mengabulkan gugalan Penggugat unluk sebagian ; —------- ------------- --------- -----------------
2. Menyatakan Tcrgugal I lelah melakukan ingkar janji/wanprestasi ; — ........................................
3. Menyalakan tanah sertifikat Hak Milik Nomor: 198/Gondangdia, seluas : 682 m2, berikut sebua

bangunan rumah tangga yang berdiri dialasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Suwiryo No. 47(. 
Menteng, Jakarta Pusat adalah sebagai jaminan hutang Tergugat I ; -----------------------------------

'L Menghukum Tcrgugal 1 untuk segera membayar*hutangnya kepada Tergugat 11 sebesar R|
3.350.000.000,- (tiga milyar liga ratus lima puluh juta rupiah) setelah perkara ini diputus; - ...........

5. Menghukum Tergugat 11 untuk menerima pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat l tersebut; —
6. Menghukum Tergugat H atau pihak manapun yang mcmjjeroleh hak daripadanya untuk seger

mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 198/Gondangdia kepada Penggugat selelah Tergugat 
melaksanakan pembayaran hutangnya kepada Tergugat ..................................... .

7. Menyatakan Akta Penyerahan Jaminan tanggal 12-Maret *1999 dan Akta Kuasa No. 18 tanggal 2 
 ̂Maret 1999 yang dibuat dihadafphn Niotaris Tahir Kamili J SH; sepanjang mengenai tanah Sertifik;

• * l lak Milik No. 198/Gondangdi&j;berikut bangundn rumah tinggal dialasnya yang terletak di Jala
 ̂ Suwiryo No. 49, Menteng Jakarta Pusat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ; ------— ——

i 8. Menyatakan Sita Jaminan yang »telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jamina 
l tanuual 1*1 April 2000 No. 137 / PDT.G.200U /PN.JKT.PST terhadap : M sebidang tanah Ha
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M ilik hlttnior : 19K/C inudangdia. seluas : 6X7. iu2, berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri 
tli:it;iMiy;i, .setem pat dikenal .sebagai Jalan Kuwiryu N o. <19, Menteng, Jakarta Pusat adalah

‘J. M enolak gtigalan untuk selain dnn aclebilmya ; -------------- -------- --------- ------------ ---------- —

DAI .A M  P.K K O H PK N S1 :

DALAM  POKOK PKRKARA :

- M enyalakan gugatan Penggugat Kcknnpcusi tidak dapat diterima ; ......  ............. —— -—---- —

DA1.AM KONPUNSI DAN RKKONPENSI :

- Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II Dalam Kunpensi untuk membayar biaya perkara yang
Itiugga keputusan ini diperhitungkan sebesar Up.490«&OO*r (PwE®fc ratup ecobp.on puluh. -  
delapan r ib u  rup iah ) j . . . . .i : ’i

Demikianlah diputuskan dalam rapal permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat pada ban : KAMIS, 'tanggal: 27 J UU 2000, oleh kami: POERWANTO, SH, 
sebagai Kctun Majelis, RASADI SALMIJN, SH, dan NY. ENDANO SRI MURWATI, SH, 
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan 
didalnin persidangan yang dinyalakan terbuka untuk umum, oleh kami : POERWANTO, SH, 
sebauni I lakitn Ketua dengan didauipingi : RASADI SALMUN, SH, dan NY. ENDANG SRI 
MURWATI, SU, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu : CHRISTANTO PUDJIONO, 
SU. seha^ai Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa 
Tergugat 11.

.! Iakim-I lakim Aivjuot:» Ketua Majelis, s& z*?

I.. KASAPI SAI.MUrt. ¿SU’ ,

2 .

DAI .AM I-KSI1PSI :

1. M enyatakan eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan
2. Menerima eksepsi tersebut; ------ ----------- — —...

Pani(cnvP|niggAnli, 

CHUlST ANT^tllSjlO NO . SIi

B iaya-b iaya  : 
Panujgiton . . . Rp.209.000

Rp. 6.000.- 
Rp. .1.000,- 
Rp. 30000.-

Malci a i .......
Jicdak^ i......
A dm in is t r as i  
S i ta  • . .  .
Ju m la h
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PENGA JDILAN NEGERI JAKARTA PUS AT 
JAJLAN GAJAH MADANO. 17 . 

TELP. (021) 63855052 - (021) 63850224 
JAKARTA-10130

Komor: W7.Dc.Ht.l37/PDT.G/2000/PNJKT.PST.. Jakarta,®^“ Juli 2007 
VII.2007.03.- o f j F l

Lamp. : 2 (dua) eksemplaar.

Perihal: Pendaftaran Pengangkatan Sita J am in an  
atas tanah dan bangunan Jalan-Suwiryo 
No.49 Menteng. Jakarta Puat.-- -----------

KMT-

AEEMUA, .V : / J j -

;T\NGCA>L: 10 ' ' j  ------

Memenuhi ketentuan 
1997 bersama ini den*

Kepada Yang Terhormat

r S ^ i t ^ l b ^ k T O R  PERTANAHAN 
MADYA JAKARTA PUSAT‘i rlV~

J a k a r t a

1 sub (d) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 
kirimkan:-------------------- -------------------------------

1. Turunan foto copy seS^Klengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat tanggal 16 Juli 2007 No.l37/PDT.G/2000/PNJKT.PST.;----------------------------

2. Foto copy Berita Acara'* P 
No. 137/PDT.G/2000/PN JK T J»

.tanf Sita:- «Jaminan tanggal 26 Juli 2007

tas. tanah dan bangunan tersebut dicatat dalam 
csuai dengan* peraturan perundang-undangan" i v *■ ^  .9 - X —

Dengan permintaan agar Sita 1 
register yang khusus disediakan 
yang berlaku. ^ ;—

- •• * • \ v =
Demikian atas perhatian, dan keij asama yang baik;dalam hal ini diucapkan terima 

kasih. • v *>:yTv •; ' *•• * i ; ( ¿ -*. • .

JA PENGADILAN NEGERI 
JAKARTA PUSAT 

T I E R  A

. :  040049500.-

9t>

1 V
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g
-PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT 
|  JALAN GAJAH MADA NO. 17 
?TELP. - (011) i3&5QU4

BERITA ACARA PENGANGKATAN SITA JAMINAN 
PAFT.NOMOR: 137/PDT.G/2000/PNJKT.PST.

Pada hari ini : t a n g g a l ., Saya :

TRI WAHYONO, Sff

Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan :Surat Tugas dan.Penunjukkan 

tertanggal : 20 Juli ?.007. No.l37/PDT.G/2(XX)/.PNJi^jPST.f dari Panitera Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat dalam hal Ini untuk memenuhi bunyi Penetapan Ketua Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat tertanggal 16 Juli 2007 No. 137/PDT.G/2000/PNJKT.PST., dengan 

disertai 2 (dua) orang saksi, masing-masing bemama ---------------------------------

1. RIPERSON SITEPU.SH. 2. B R A H I M.

Keduanya pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah pergi ke :----------------------

Jalan Suwiryo No.49 Menteng, Jakarta Pusat

Dan disan3 kami bertemu serta berbicara deman —y ---------------------------------

Kepadanya kami tunjukan dan serahkan turunan surat tugas dan foto copy sesuai 
dengan aslinya dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dan kami 
jelaskan maksud dan kedatangan kami, yakni hendak melakukan Pengangkatan Sita 
Jaminan terhadap :— -------------------------- ----- — ------------------------------------

“Sebidang tanah Hak Milik No.l 98/Gondangdia, seluas 682 M2, berikut 

bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, setempat dikenal umum 

sebagaijalan Suwiryo No.49, Menteng, Jakarta Pusat;......... .................................

yang sebelumnya telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan 

tanggal 14 April 2000 ? Np.l37/PDT.G/20pp/PNJKlj.PST. yang dibuat oleh Jurusita
• i 7 ‘V

m ________«n__ i -  i n .  « T t- v: , • \  •Pengadilan Negeri Jakarta P u s a t . . .   ̂ ,
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Kemudian dengan dibantu serta disaksikan kedua saksi-saksi diatas kami lakukan 

Pengangkatan Sita Jaminan terhadap :--------------------------------------------------------

“Sebidang tanah Hak Milik No.l98/Gondangdia, seluas 682 M2, berikut 

bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, setempat dikenal umum 

sebagai Jalan Suwiryo No.49, Menteng, Jakarta Pusat;.........................................

* • . *
yang sebelumnya telah diletakkan sita jaminan berdasarican Berita Acara Sita Jaminan

•• - 'i*. .
tanggal 14 April 2000 No.l37/PDTJG/2000/PNJKT.PST...yang dibuat oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;------------------------------- :------- :----------------------

• >
Maka terhitung sejak Berita Acara ini dbuat Pengangkatan Sita Jaminan terhadap tanah 

dan bangunan tersebut diatas dinyatakan DIANGKAT/DICABUT KEMBALI;-----------

Demikian Berita Acara Pengangkatan Sits Jaminan ini dibuat seketika itu juga, dan 

ditanda tangani oleh Kami Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama saksi-saksi, 

dengan menyerahkan lembar kedua dari berita acara ini kepada orang yang berbicara 

dengan kami tersebut.- * -

Saksi - saksi

1. RIPERSON S1TEPU.SH.

TRI WAHYONO.SH. 
. ' •NIP.: 040052353.-

2. B R A H- I M.

C vty  /^VITAWJAT»
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NOflOK : ’O*» /  t, l?T/ U00  1 /  P T . 0 K

K r  AD I t>A .V BKk'liAjSAK̂ AM ICKTUHANAN YANC HAHA ESA

. t M

r c i i R . n i i l » «  Ti i»«r . i  J a k a r t a , yatif* m e m e r i k s a  d on  -  

i I i  i»w*»*k;ir.*»-|»t?rk;ir;i p e r d a t a  d i t l am p e r a d i l a n  t i n g k a t  

*. n «I i n r  . tl t;:»r, ;i n t t a j e l i / ;  H o k i «« berdn«; ; i  r k n n  P e n e t a p a n  Ke -

c..;» i V « i : i i d i l n »  Tinp.Kl  J n k n r t « .  t n n f l g a l  01 A g u s t u s  2 0 0 1 , -  

moi '  ’■ ♦:, / l * v i j / 2 0 0 1 / 3 : i ' i / P d c / 2 ( J O I / r T . U K I  l a e n j a t u h k o n  putus»

.• i i rt '  i k ti L . d a l a m  i » « r kn r n  a n t a r « !  :

1 • l>T - r,WA KAHS A >V 1WAS K J  A HTKRA *

lu? rk m  n r «I i J  I .  T e l u k  B e t u n g  N'o. 33 J a  -  

k a i l n • Ku *:n t . <i ;\ l it r.i li;t | Ir. i  i l l v a k l i i  o l e h  

U.TIillKll l lJUAlilM, SI! , A d v o k a t  £ P e n g a c a r a  

h c r k ; t n t . o r  d i  J l .  Dan;:u Di a  t a s  »N o ,  88 Bejn 

fluiiKim II i i i c*, J n k n r i n  , b e r d a s a r k a n  s u r a t  

kti:i;;.i kliti::«tr. t  i?r t  ;t tt§• f*;i 1 07 Agu£tu<t  2 0 0 0 .

5» e l n »i j  u t n y a ‘d i e  bu t  :

PKHHAWPIHC I  « c m u l n  TERCUCAT I  ;

2 - ¿ U ! A ? y g _ A RTA»KI)lA ( IlANt MEDIA ) .

b e r a l a m a t  d i  Me n a r a  K a d i n  I n d o n e s i a ,  J l .  

U. K.  K:i::u:i;t S a i d  blok* X .5  K a v . 2 - 3 ,  J a k a j r  

La ^ t; i .-t j. a n , d a l a m  b a l  d i w a k i l i  o l e h  Y. -  
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11? r L a n i\ /; a i 2 A A j» r i. 1 2 0 0 0 . •V* ♦

S e l a n j u t :  n y n d i s e b u t  i 

im :h i i a w i > ; .« ( ;  n  « c « u i a  t e e c u g a t  i i  d a  -

I .A» t O M P K W S l / P E M C C U C A ' f  PALAH R B K O H P E H S I }

I. A W A H

wy.JUDlTH ................................
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i ; mn l ;  :: «: r : i I i k a t Ilak Milik Nomor : 198/Gtn

'!.ni|;il i;i . iiiii.*; ('<{»?. . ber ikut  «c bu n h bangunan rum;-!'.

y:inj; b e r d i r i  d i a l as ny a ,  lictcinpat d ikenal  seba-  

>: a i J a la n Suwiryo ii o . l* 9 Menteng, Jakarta P visa t ada -  

J a M r;c haj* n i. j nmiiinn hutanj; Tergugat I ;

’i c n ;; Ii u k u in ’I’ c t* k u k a u 1 untuk sci ;cra membayar hutangnya- 

kepada Terp.ui'.nt IL sebenar Kp. 'J . 3 30 . 000 . 000 , -  ( t iga 

m L1 y a r t i g a  r a tur: lima puluh juta  rupiah ) se t e l ah  — 

p e r ka r a  in i  d iputus  ;

n )• hu l< u ::i T c: r \\ u g n l ! l  unt.uk n: ciior imo pembayaran yang- 

<! i lakukan o leh  Tcrjiti j;ni [ t c; r :s e l» u L ;

i''• t* n ); Ii ti k u:» Tergugat  II nt.au pihak manapun yang raempcro 

hak dar ipadanya untuk segera mengcinbo 1 ikan S e r t i -  

!• ikat, Ilak Mi l i k  N'o m d r 1 ‘j U/(i o n d n n y. d 1 a kepoda Penggugat

• J o U e l ;i h Teri; ukml 1 m«: I ji U a u a k a u pembayaran hutangnya-

k c pa d a Tergugat  II.

Menyatakan Akta Penyerahan Jaminan tanggal 12 Maret -  

1(J99 yang d i bua t  d i had a pan Notaris  Tahi r Komil i ,  S11, — 

.sepanjang mengenai tnnah S e r t i f i k o t  Ilak Mi l ik Nomor :

1 *) J3 /C o n d a n g d i a , b er ikut  bangunan rumah t ing g a l  diotaj3 

n y a yang t e r l e t a k  di  Jalan Suwiryo No. 49, Menteng, -  

J a k a r t a  Pusat adalaii t idak mempunyai kekuatan huku.T, ;

M t: n y m t: a k a n S i t a  Jaminan yang telah <11 laksanakan bcrdji 

:;;irk;ui l l o r i t a  Acara Si ta  Jaminan tanggal  16 Apri l  2000 

N't). \ ' M  /  I’ DT . C/ 2 0 0 0 / PN . J KT . PST terhadap " sebidang ta­

nah Ilak Mili lc Nomor : lOB/C.ondangd io , se luas  682 M: , -

b c r i k ' u t  bangunan rumah t i ng g a l  yong b e r d i r i  diatasnya
/

r.ctoiiipni d i k e n a l  s.ehagni Jalan Suwiryo tlo. A9., Menteng 

J .i k ;i r  i  a  Puriai a d a l a h  syah dan berharga" ;

. Menolak jMi<:«tan uur.uk s e l a i n  dan se lebihnya ;

0ALAM ........................................
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DALAM REKOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1 .  Mo n y »n c akan e k s e p s i  T e r g u p, n t odalnh cepat  dan beralasan;

2 .  Mener ima e k s e p s i ,  t e r s e b u t  ;

DALAM POKOIC PERKARA . ... . •

— Menyatakan gugatan I'cnKCup.nt K c k o n p e ns i. t id ak dapat di  . 

t: e r i m a ;

DALAM KONPP.MSI DAM RECOHPENSI : 'J  .
* .

-  Menghukum T e r g ug a t  I dan Tc r g iiga t . IL Dalam Konpensi un

c » j  k membayar b iaya perkara yanj» hingga keputusan ini ‘ -  

il i i» o r l> i L u n j*, k n n sebenar  Up. / » 90 . 000 , “ ( empat ratus sejn 

b i la  u puluh d elui) a n ribu rupiah ) ;

Menimbang,  bnhwa berdasarkan Risalah Pernyataan

Permohonan l landing yang d ibuat  o leh U. DJ. SIDADALOK, SIl.-

P a n i  v. e ra  . P e n j» a <1 L lan Negeri  Jakarta Pusat,  yang menerang-
** *** .**■“£ ;* v*k;in lial\wa K u n:?a P om bu n <1 Ing t semula’ Te-r gugat I dan Kuaaa 

I’ cmba iuI i n j; II s cmii 1 a ' Te r gu ga t I I  D’n la"m; Ko npensi /Penggu -  

pt a i Malam Hckoiipcni.il ina r: l n g-masi  ng pada tanggal  09,10 A -

i; u s t  u:.; 2000 c e l a h  mengajukan permoJibnnn • band ing terhadap
*■' « j*./.f ; ‘

P  ii t u j;n n P e n g a d i l a n  Negeri  Jnk'arta ;PtiVa’t' ‘ tanggal  27 J u l i -

2000 nomor 1 3 7 /  P DT . G/2000/PN . JKTPST,. .'d an permohonan ban̂  

d i  n i; t e r s e b u t  dongan resmi te lah  d iber i tahukan kepada —  

p i h a k  lawan m a r. i n g-ina s 1 n g tanggal  13, 19, 20 Juni 2001 -

d c n g a n a  c k a  m a ;

Menimbang,- bahwa Pembanding II  semula Tergugat-

I I  Dylain K o n p e n n  i /  P o h g g u g n t Dalam Rckon p ens i te lah menga^
*

j u k a n  Memori Banding'  t er tnnggul  10 September 2000, yang- 

tl i  t e r i  m n d i ‘ Pen g ridiT6n Negeri  :Jaka^ta Pusat tanggal  18 -

#

September .............. .............
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S e p t e m b e r  2000,  dan te lah d i be r i tohuka n kepada pihak l a -  

wnn pada i; a n g j; a 1 15 Juni 2001 dengan sein purna ;

M c n i m b a n g , hnb*./;i Terbanding II semula Tergugat -

I I  Ualam K o n p c n c i /  l’ e n g g u g a t Dalam Rckonpensi  te lah pula-  

mcin’.iij ukan tambahan memori banding t.c.r tanggal  27 Agustus 

200 1 y a n j; d i t e r i m a ,  di  •Pengadilan T inggi  Jakartg t angga l -  

30 A f.ui: tur. 2 001,  d a n te lah  pul n d i b c" r i t o bukan kepada p i ­

hak lawannya pudn tanggal  3, 7 September 2001 dengan sein 

p u r n a ;

TKNTAMC HUKUMNYA

Menimbang, bnhwii permohonan banding dari  Pemboji 

d i ng I semula Tcrgugnt  I dnn Pembanding II  semula Tergu­

g a t  I I  Dalam K o n p e n *j 1 /  P e u g g u g a t Dalam Kckonpensi t e r se  -  

bu t d i a j u k a n  dalam tenggang waktu dan dengan cara s e r t a -  

t e l a h  memenuhi a y n r n t — r» y n r a t lainnya, ynng di tentukan Un- 

d a n g-U ii d a n g , maka permohonan bond ing^ttersebut dapat di  -  

t e r i m a  ;

Menimbang-, bahwa Pengad iljrhV>Tinggi s e t e l a h  me -
• . ••«.;.* i ̂  .

m e r i k a a  dan menipe ln*J o r i d e n g a ii' seksJoma: 'berkas perkara — .
' . ■ ’ * .-••'• ■\> ,• 

t e r s e b u t ,  yong t e r d i r i  dnr i  be r i  t a ; ?Acd ra 3idang p e r a d i l ­

an t i n j j k a t  pertnina,  ::u r n t - sn  ra t bukti  yang diajukan dan- 

a u r a t - u n r a t  l a i n n y a  yong berhubungan dengan perkara i n i -  

y a n i; d i a j u k a n  o l e h  keduo bclnh pihak yang be r perkara,  —  

Memori.  Banding dan Tambahan Memori .Bu n d in$>./ yang diajukan

o l e h  Pembanding II  gcmuln Tergugat I I .  Dalam K o n p e n s i / — 
i

Pengr.uga t Dalam Rckonpensi  s e r ta  sa l inan  resmi Putusan -  

Pcnp.ad i l.au N e g e r i - J a k a r t a  Pusat tanggal  27 J u l i  2000, N£
v  ' Z  •

mor 1 37/PI)T.G/200b/PN. .JKT.PST,  inoka Pengadi lan Tingg i  —
’ • s ; ■ 

i

membe r ikan ...................
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memberikan p o r t i inba n na mi y a untuk perkara i n i  sebagaimana 

y a » i', o k n n d iura ikan d 1 b a w a h i n i 

DALAM KOHPENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok p e m a s a l a h ­

an dalam perkara i n i ,  adalah perbuatan " ingkar j a n j i  ( -  

wan p r e s t a s i  ) " ,  yang di lakukan 'oleh Pembanding I semula-

'l’c r i; u t I d a n  P c m b a n d  i n y* *11 ueinuln T e r g u g a t  I I  D a l a m ---
■ ' • - =

Kon pens i / Pen gg ug at  Dalam. Rekanpensi ,  terhadap Terbanding
. r /  • -r'

ytrrnul;» P e n >•, j; u g a t Dai »m K o u p o u i*, i /T e r g u k a t D a l a m  Rek'bnpen— 

i» i y a n u m e n i m b u l k a n  k e r u g i a n  t e r h a d a p  T c r b a n d i n g  s e m u l a -  

Pe n>;r.»ii;a t D a l a m  K o n pr n :: i/T i- r }•, u ija L D a l a m  R c k o n p e n s i  ;

Mcn i mba n i* , bahwa kalau k i t a  b i: r b i cara  tentang -  

w a n p r i; t; c a :» i , yang menjati i «bj i ;k gugatan dari  Terbanding-  

:;emul.a Penj;r.vif.a t Dalam K o n p i: n i  / T e r g u y. a t Dalam Rckonpcn- 

s i  terhadap Pemba nd i n g L :;t*muLa Tergu/ jat I dan Pcmbarr 

dinj ;  II semula Terp.ugat II Dalam K o n p c n a i /  Pcn g g u g a t Dalam;

Kckonpcns i ’,-.maka k i t a  ha rus.i:rneliha t adanya suatu atau be
• " * • v . ** •’ ■ **!*

berapa p e r j a n j i a n  antnrn; Terbanding semula Penggugat Da-
* •:-4. "• *■> e J :T ?*v ■ • . ‘

lain K o n p e n s i  /  T c r g u g a t ‘ D a 1 h m \ Rok o n p c n s i disuatu pihak d e -

ngan Pembanding I somuln Tergugat I don Pembanding I I  se_: 

mula Tergugat  I I  Dnlntn Konpensi /Penggugat Dalam Rekon —  

pens i  d i 1 a i  n pihak ;

Men i m b a u g , , b o hwn didasarkan kepada 11 po3i ta  11 -  

dan " -.petitum " gugatan dar i  Terbanding semula Penggugat

Da‘ lam Kon pens i / T c  r gu ga t Dalam Rckonpensi ,  maka d ap at l ah -  
i

d is impulka n,  bahwa perbuatan ingkar j a n j i  /  wa np r es t as i -  

yang dipermasalahkan Terbanding semula Penggugat Dalam - 

Konpensi /Terguga.t .  Dalam Rckonpensi  dalam perkara i n i  —

yang di lakukan
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y ci i; d i l a k u k a n  oleh IV m b n n d i n u I semula Icrgugat  I dan - 

Pembond ing I I  semula Tergugat  I I  Dalam Konpensi /Penggugai  

Dai ain Rckonj icnsl  adal ah " ingkor  j a nj i /wanpres  t a s i  M da­

lam iiiel. iknankan p e r J n n J i u m - p c r j a n j i n n /  per ika t an-per ikj a t  

aii s e b a g a i  b e r i k u t  :

1. Akta P e r j a n j i a r i v Peny crahan.Jaminan, tanggal  12 Maret-
'■ •' ' • •• :K\>

■ 190 9 ( T 1 1 -1 3  •) ; V- . v.*’ . /  :7 ’

2.  Akta P e r j a n j i a n  No. 10 tangga i ; y23/Ma rc t . 1999 ( T I I - 1 4 ) .
 ̂ » ? ‘"'V • •

3.  Akta kuai; a No. 1H L angga i . 23 Narcc 1999 (T 1 1- 15 ) .

b a h w a k c t i g a Akta t erseb ut  d i a t n s dibuat diha -

d a p a n 1 AIII R RAMLI , SII , N« tar i i« d. i Jakurta ;

Menimbang, bahwa jtctelnh mempelajari  dengan ‘ selc

s n m a :

1.  Akta Pc r j  anj ian 'Pou y e ra ha u Jam L nan, tanggal  12 Maret-

19 9 9 ( T . I 1 - l 3 ) .

2.  Akta P c r j  a n j* 1 n n Mo. U* tanggal  23 Morct 1999 (T.  I I -  

i /. ) .  , -• : :  *;•.

3.  Akta kuasat'Jio^liiJ t nngg*'l^23, vMarc t 1999 ( T . 1 1 -1 5 ) .
; r~-:I s • £ J
■ * ' v  j  • /  * -  • i'" *■ *' f- '*,* -  *. •

maka t c r n y a t a •/•dt e r b uk ui-- ■•bin-h’wa.'jcc t ig''a Ak t a tersebut  san-
'W 1 •

ngat  e r a t  bubungannya dengan "^P.erj an j  ian Kredit  Dengan-
' y

Jaminan No . 0 0 ;  -tangga 1 7 Mei 1997.'( bukti  T-. I I - 2  ) ' . t e r -  

::cImi i. d i a t n : : ,  t e rbukt i  bahwn Pembanding I semula Tergugat 

l .selaku " d e b i t u r  " telnh memperoleh f a s i l i t a s  k r e d i t  -  

d a r i  Pembanding II ¿¡emul.a Tergugat II Dalam Konpcnsi /  - -  

Pe nggugat  Dalam Rekonpcnsi  selaku kr ed i t ur  sejumlah USD. 

' 5 . 0 0 0 ^ 0 0 0 , -  ( liinn: j u t o  d o l l a r  Amerika S e r i k a t ) .

Bahwa jangka waktu’ k r e d i t  t ersebut  adalah se jak 

t a n g g a l  7 Mei 1997 ::ainpai tanggal  7 Mei 2002 ;

Menimbang,  ...........................
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M c m i i!ibnn(5 , bahwa didasarkan kepada p a s a l '8 dari  

|'c c j ;i n j i n n Kredi t  den j; n n Jaminan N o. 68 ( bukti  T. I I - 2 ) 

t e r s e b u t  d i  a t n s d i tentukan bahwa salah satu barang jamin^

o n d a lain P e r j a n j i a n  Kredi t  teraebut  odolah tanah d a n -----

bnii(;intan y o n c mcnjndi  ob jek  yang diperkarakan sekarang -
,0*

i n i  ( y a i t u  tanah S o r t i C i k a t  II o k Mi l ik  No. 198/Gondang-
• * •*

d i a ,  J l .  Suwiryo ' .No.  A9, Henten£ Jakarta Pusat,  atas a a-

mn J U D 1*1*11 SOEKYADJA.YA ( T J;T AM AI i L A N: ) y a n g adalah Terban 
.; • * *■' t i> . ’.* • " 

d Lu j* :: o m u 1 u Penggup.at Daimu K o n n:> i / T  e r g u ga t Dalam Rc -

k o n p c n r. i s e k a r  anu i n i  ;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada " Surat Per­

j a n j i a n  Penyerahan Jaminan " tanggal  12 Maret 1999 (buk­

t i  T  . J. i -  1 3 ) , t «: i 'bukti i'einba n d i n j* I sein u la Tergugat I ,  —  

y mu*, d i w a k i l i  ACUS WIIUAYA dan N Y . J UNIT A INDRA TJUATJA(- 

: ; o l a k u  D i r e k t u r  pada Pembanding l ::cnui l;i Tergugat I ) ,  -  

t e l a h  menyerahkan barunk"barang jaminan yang d isebut  da­

lam " P e r j a n j i a n  Kr edi t  dengan jaminan No. 68 " t e rs eb ut  

d i n t a s  kepada Pcmband i'nfl I I . semula  Tergugat  I I  Dalam 

j) c n s i  /  P e n g g %-p t £ ;l) a 1 a m -Re k o n p 'c n s i  s ;
’ «' •

■ " i  } • i  { .• ; . 4

Men i mba t\ g ; - ba Ivwn • d id asa'rka n kepada pasal  1 b u t i r' V'-’-V:,
I I I  d a r i  ' Su ra t ;Pe r j onj  ian' -Pcnycrahan Jaminan" ( b u k t i -

; ■ -'i 't
T.  1 1 - 1 3  ) ' t e r n y a t a  bnhwa s e k al i p u n  Pembanding I scmul a-

; : .»"i« ..*•
T o r y. u r, a u I t e l a h  menyerahkan mu n h dan bangunan terperko_

v ; \  ( tanah llak M i l i k  No. I 'JU/Goitriangd l a . J l .S u w i r y o  No.49

n c n l c n ^ J a k a r t a  l’ usat  ) kepada Pembanding II  semula T e r -

p.ui'.’ar. IT ’ Da 1 nn» K-onpens:L/J’ euKgugat Dalam Rekonpensi ,  namun
# *.■ * • ** »

Pomband ing  I I  ncmula Tergugat  . I I  Dalam Konpei j s i /Penggugat
. . • : Vv

Dalam Kekonpennl  mcmhc r i  krii.vi.llnk Opt ie  kepada PembandlnoT :■
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c u I .1 i e i' y, «: \ t I nn Lul: ::: c ::i !i »• 1 i k. o ::i b ¡i l i tanah dan bangun^

¿mi l  c i p e r k .i r a viii u u k :»a:;a j ;i n i;k;i w n k c u 2 X 6 bulan,  t e rh i

u " " !  :*«• i -1 t.-uir.Rnl l’ fM-j anj ian ( liuk 11 ‘T . I I - l  3) t e r se b ut ,

y .j i u u t e r h i t u n g  s c j .m k i.niip,|;a I 12 Maret 1999, yang b era r -  

u i !lak Dpi: L c i n i  li c r akhir  pada tanggal  12 Maret 2000 ;

¡•lo n i m ha n p,, hal» u a k o U e n t u nn'- k c t o n t u o n yang dipe£  

j a n j i k a n  dalam Surat. P e r j a n j i a n  Penyerahan Jaminan " -  

( Im i »v 1 . I I - 1 3  ) t e r s e b u t ,  y ;i nj; . j» e'r’ »i p «t akta dibawa h ta-  

»uan .limuat dan «I ikuai.kan i l n  " Akte Pe r j on j ia n No.lG 

LCWM.-.I’..' I ¿ j  M a r e t 19») «j " yanj; dibuat  d i hadapan TAllIR RAM- 

LI .SI I .  N c» t a r i : ;  di Jakart.a ( I, u k t: i T . I t,Jt l A ) ; *

.1» n i i.t h.» n j. , halnv.i didadarkan kepndanAkte Kuasa -

• <c>. li>, L a n i' a l 2 3 Maret 1 •) u ri " ■ i i • ••• i 1 1• t er bu kt i  l e r b a n d i n g s e m u -
l a  l’ e  n u i; a t. D a l a m  k’ o u n  i* n  .• ; / r  ,' " l '*• n /  I «: r j* u }*.a t  D a l a m  R c k o n p e n s i  —

1 * * ■’ *' •" i i kl lA.»A KII ll.M i;. " K"i-pa«la P e m b a n d i n g  I I  a e  -

1 11 l,;' 1 ............ Dalam Kckonpen
• ‘•i a mi. n k r . i c n i u a l  t a n a h  >l i i u j i<I,,M b a n g u n a n  t e r p e r k a r o ,  a p a b i l a -

■*: a 0  p t. i  e  ynnp,  d ‘i m a k':: u tl d a l a i i i .  :
. ; ’ /r*

*'* 1 1 J ,n'J i a,V • ‘M« y e r a  ha  n ; J a m i n a n  - t a n g g a l  12 M a f e t  -

LO' JO,  y a n ; ;  d i b u a t  d i b a w a h  t a n g a n  ' ( - b u k t i  T . 1 1 - 1 3 )  d a n

b .  A k t a  P e r j a n j i a n  N o .  U , ,  U n n ( J c a l  2 3  H n r c t  1 9 9  ( b u k t i _

'l’ . 1 I -  l f* ) b e r a I: h i r ;

. 11, n i m ha n j> , bahwa "hak o p t l e  " tersebut  d i a t a s ,  - 

l 1” ' 1M,:l"  r tiiiiv.K.il 12 Maret 2000 atau GCtidak -

u.i elaknya ikuI a t a n y ,.t, j ? 2 ;j M;, reL 2000, oleh karena i tu T e£ 

l><n»<tinj, . . / . . . u i l a  I <-n}’ K u P. «’i l  Dalam Konpenwi/Tergugat Dalam -  

I. (. k oa p t. n..» i t i d a k  berwena n;.< .lagi untuk mempergunakan hak-

, o p t i c  tcr-selMi t t erh i t un g  se jak tanggal  23 Maret 2000 te£

.•j e Im t. ; ,

Menimbang, ..........................
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Menimbuni*, bahwa b u k t i - b u k t i  yang diajukan Te*r-' 

bamlinp, • o m u la l’ c n g |*. u p, n L Dalam' Koil pena i / T c / g u g a  t Dalam -  

H c k o m |m*. i i i  i. i d:»k d •' | > • 11: ni»*mbuk L ikan kebenaran d a l i l - d a l i l

i*, u j*. i. > miy.'i ;
M c n i m bn n g ,• : bnhvn bukt i -buk't i . y ang diajukan Pem- 

baiul lni ‘, I iiomula .Tergugat 1. tidak, dapat membuktikan kebe^

,K) r;ni :*..j n g U •' h a n n y a a t a:; p, u g a linu lTe‘i(jl>nhd ing , acmula «Peng -  

a u 0a la m K o n p e n i: i /Tur p. u ;;a u l)n fcuij» • Uckonpensi atau san£ 

^;ihiini>y;) t e rha dap  jawaban Pemband i n g II  semula Tergugat-

I .[ I);i tim K o m p c n:: i /  I1«: n p, p, u p, a L Dalam Kckonpcnsi  ;

Menimba u p,, bahwa tl i <1 a :<n rka n kepada pertimbangan^
, a, •

p c r u i m I) n n g a n yang d i s e b u t  d la t as ,  maka gugatan Terbanding 

semula  Penggugat  Ua lam Kon pc i i s i / Tc  rgugn t Dalam Rekonpen- 

:; i h a r u s l a h  d i t o l a k  untuk •; e luruhnya *,

Mcu imbnng ,* bahwa o leh 'karena gugatan Terbanding .. 

: ;cnuiln P e n g g u g n t D a 1 n m K on pens i/.Te r guga t Dalam Rekonpen- 

r» i d i t o l a k ,  maka.Sit.a J a m 1 nan yang^d i laksankan tanggal  -
* «j* s ? * • ••

-1 A A p r i l  2000 No:T37;/Pil t . C / 2 0 0 0 / IJN*. J KT. PST haruslah di  -. , : ;• f V*:v.-;* V #j : ! H ’ * ‘ny at ak a n  c i da k syah <1 u n t ida k berharga,  dan oleh.kar.cna-  

i. t u h a r u s l a h  d ia ng ka t  ;

DALAM RKKONPEHSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri  te lah memper

t imbangkan s e c a r a  tepat  s e g i - s e g i  hukum yang raenyangkut-

r.ni’,''! i:;m Kokon p o n.*; i «lari l’ om bn nd i n p. II s cm vila Tergugat II

Djilom K o u p e nr. :i /  P c n g gu g n t Do lam Kckonpens L , o leh karena -  
0

i t u  den}* a ii mengambil a l i h  pertimbangan Pengadilan Negeri 

m e n j a d i  pert imbangannya,  Pengadi lan Tingg i  beralasan hu­

kum u n t: tik t e t a p  menyatakan gugatan Rekonpcnsi  dar i  Pem -
v ■ v •" r •

b'arwling . . ................ .............
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t)ji id it>i; II  s e m u l a  T c r r u j* n t I I  Dalam k o n p e n s i / P e n g g u g a t

Dn 1 mn Kc konp cns i  t ida k d a p o c. d i te r im a  

DALAM KONPENSI UAN DALAH REKONPENSI :

Mcnimhonr. , babwa il L dasarkan kepndu k c s e l u r u h n n -  

p c r c i m 1> a n p. a n -  p c r c i m b n n « a n yang d i n c b u t d i o t n s ,  ‘ maka pu -

cut; n n l’ c n c o t l i l a n  Ncp, e r l  J nknrt o  Puan t t a n g g a l  27 J u l i

2 0 00  ¡» om o r 1 3 7 /  P d c . C/  2 000 /  PN . J K T . P ST ' b o r u a La h d i b a t a l k a n

d on l’ emjnd i lan Tingp. i n k a n ' itio n y n d 11'i »send i r i  dengan araar

p u u u r; a n « c  bn cn i ma nn yang d i s e b u t  d i bawah i n i  ;

M c n i t» b n n p, , b a h w a  t • L c? 1* k a r e n a  T e r b a n d i n g  s e m u l a  —

I’ im» p.p.• »r»;l u ^ ‘ lam K on p<:n:: l / T r  r p.uga t Dalam Rcko npe ns i  adalah

,,j h.j k y .* n f; ki j lnh dalam p e r k a r a  i n i ,  makci sega la * b ia y b- b ia

j  :\ ynnp. d i t i m b u l k a n  dalam piM'knr;» i n i  dalam kedua t i n g k a t

p c r;id L l -* <» hnru: ; l ; ih d i be b a n k a n  kepadanya ;

Mcnp, i n p, a t II. I . K . , Undan p,-Undan p. Nomor 14 Tahyn-
/•*'

l * ;70 ,  11 n d a n p, -  U n d a n y. Nomor ¿0 Tahun -19A7 : ; or ta  p a s a l f l a r i -

r a « o i’.'i»«- i*i: r a t u r a n hukum lairnnya yauj* b er sa n gk u ta n  ;

hamlinp. dari Pcmhand .i np, I semula Tergugat X - 

dan P c mh a n d i n j» (I «»cmula Tergugat II Dalam -- 

Kon pc nr?i/Pcnp,j’1ui*a t Dalam Kekonpcnsi tersebut;

- M c m batalkan pu c u .s a n Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat t a n i; j; a l 27 Juli 2000 nomor 137/PDT.G/ -

Hfv i EyMt  C: A.:; I) V l *  , 1 . 1

Menerima permohonan p eme r iks aa n dalara t i n g k a t

2 0 0 0 / P N .J K T .P S T , yang dimohonkan banding ter­

sebut

DENGAN
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DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

-  Menolak gugntnn Terbanding semula Penggugat -  

Dainm. Kou pc n3 i / Te rg ug at  Dalam rekonpensi un­

tuk seluruhnya ;

-  Menyatakan n 11 n jaminan.yang telah d i laksana-
• ; ■ • • • - ; 0 ' 

knn berdor, arkan b e r i t n' ;aca r a s i t a  jaraina°n —  

cancgal .  U A pr i l  2000 nomor 137/Pd t .G/2000/PN 

J KT.PST terhadap sebidang tanah Hak Mil ik No.

1l)  0 /G o nd n n r  d i a , k c lu as 00 2 M* berikut bangun- ■ 

a n rumah t i n g g a l  ynng b e r d i r i  diatasr\y&, se*-  

tempnt d ikcnnl  c b n g a i jalnn Suwiryo No.49 — '

M e n t c n g J n k a r t n Pusat adalah tidak syah dan -  

L i d a k b c r h a r g a .

-  Memerintahknn Pengadilan Ncperi Jakarta Pusat 

untuk m'iiignngkat s i t u  jaminan tersebut ;
' ./• /• A ' .. * * * .? .

DALAM'REKONPENSI

-  Menyatakan gugatan Pem.barfding II  semula Ter -  

g u g a t . I I  Dalam Konpcnsi /Penggugat Dalam Reko£ 

p c n s i  t i d n k d n p n t diterima ;

DALAM KONPKNSI DAN DALAH REC0NPEHSI :

-  Menghukum Tortmiuling semula Penggugat Dai a r?. -  

Konpens i /Tergugat  Dalam Rekonpensi untuk mem­

bayar on j; kos perkara -d i kedua t ingkat  p e r a d i l ­

an,  yang untuk t i n g k a t ' banding d i t a k s i r  sebe-  . 

sar  Rp. 1 0 0 . 0 0 0 , -  ( seratus ribu r u p i a h )  ;

n . "• 'l'* •  ̂ •Dcmikianlaj i  diputuskan dalam r o p a ^  permusyawara^t 

a n H n j c l i s  llakim Pengndilon Tinggi  pada hari  : SELASA,

t- n  r» n  n  n  1Analisis yuridis..., Emilia Retno Trahutami Sushanti, FH UI, 2008



ton r p, a l  27 NOPEMQER 2001, olch Komi : AGUSTINUS HUTAURUK 

SII, llakim Ting gi  pada Pen g ad i la n .T i n g g i Jakarta selaku -

Hakim Ketua M a j e l i s ,  NY. II j . NUR11 A TATI, SH dan I CPE ___

KETUT SUKARATA, SII, mn.i lug-m os ing a d o k u  Hakim Anggotn -  

ynng mcmcrikso don mcnRod i li- 'pierkoro in i  dalami t ingkat  -  

band ing dan putusan moiin diuca.pkan o lch Hakim Ketua da -  

lam s idang  terbuka untuk umijm pada hori  i tu Juga dengan-
• A . •

d ida mpi ng i  porn Hakim Anggota .dcngan dibantu oleh -----------

MY.Hj. YETTI OYONG, SH, Pnnitero Pengganti pada Pengadil  

an T i ng g i  Jakarta a k n n t etap i  tidak d i ha di r i  olch kedua- 

b c l n l  i /»tliiik ynng b e r p or ko ra . -

IIA IC I H ANCGOTA,

■ U b -

hakim u x y r ,

-[ia1

y  1 NY ■ H-f".' N U R liA TA TI. SllV.'y.f. : ^ ’ ’JaG U STIH U S HUTAURUIC, SII

Jl±  i  , :-'.
- •  ̂ I * ;

•2. I G PE KETUT'SUKARATA, SJI. ' .

PANITERA PENGGANTI,

. • - I L L
NY.11,1. YETTI 0T0NG, SH.

P e r i n c i a n  1? i a y n b a n d 1 n p. . • .
1 . M c .t c r a 1 .......................Rpy . 6 . 0 0 0 , -
2-. K c . d  a k s i  . .-..... ’R p  ̂ 3 . 0 0 0 , -  •
3 . A «I m i n i  s U r n n  i ; . . ................... 4 0 . 0 0 0 , -

C ** * •*»*. (. v  ̂'
4 .  P c m b c r k a s o n i ’’ Rp' . V 51 ■ 0 0 0 , -

' Jumlah Rp. 100. 000, -
loaaosffR

( serntus ribu rupiafi1) , -
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P U T U S A N  

Nomor. 1401 K/Pdt/2003 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H  A G U N G  

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah mengambil putusan sebagai 

berikut dalam perkara:

- NY. JUDITH SOERYADJAYA, beralamat di Jl. Sutan Sjahrir 

No. 27 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Alexius 

Tantrajaya, SH dan Danny Darmäwan, SH, Advokat & Pengacara

Rekan, berkantor di Jl. Raya Perjuangan No. 9/1, Kebon Jeruk 

Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat 

Dalam Rekonpensi/Terbanding;

Melawan:

1. PT. SWAKARSA BINASEJAHTERA., berkantor di Jl. Teluk

Betung No. 38 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh H. Teuku 

Ibrahim, S H, Pengacara berkedudukan di Jalan Danau Diatas No. 

88, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 24 April 2000,

2. PT. BANK ARTAMEDIA (BANK MEDIA) beralamat di 

Menara Kadin Indonesia,Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 2o, 

Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Agus Punwoko Adi, Y. 

Hastuti Nainggolan dkk, semuanya selaku karyawan PT. Bank 

Artamedia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2002;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat Konp^nsi/Para 

Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding;

pada Kantor Advokat & Pengacara Alexius Tantrajaya, SH dan

2002;

/
Mahkamah.
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Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon 

Kasasi sebagai Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah 

menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat dalam Konpensi/Para 

Penggugat dalam Rekonpensi dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 

pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 

198/Gondangdia, seluas : 682 m2, berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri 

.✓ ^ £ 3 /^ t l^ ta s n y a ,  setempat dikenal sebagai Jalan Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat;

Hi ’/  Y ^\ a*as dan bangunan milik Penggugat tersebut, oleh Tergugat I (selaku

l l jut) telah dijadikan sebagai Jaminan atas hutangnya kepada Tergugat II (selaku

sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan tertanggal

12 Maret 1999 serta Akta Kuasa No. 18 tertanggal 23 Maret 1999 dan Akta Perjanjian 

No.16 tanggal 23 Maret 1999, yang dibuat di Notaris Tahir Kamili, SH *,

Bahwa diijinkannya tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut sebagai 

Jaminan atas hutang Tergugat I kepada Tergugat II tersebut, adalah karena adanya 

Jaminan yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II melalui kesepakatan Hak Opsi 

untuk mengambil kembali jaminan sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian No. 16 

tanggal 23 Maret 1999 dengan selambat lambatnya tanggal 23 Maret 2000 dengan nilai 

tetap sebesar Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyard tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa sebelum jatuh tempo Hak Opsi yang telah disepakati antara Tergugat I 

dengan Tergugat II, maka Penggugat telah berkali-kali menegur dan memerintahkan 

kepada Tergugat I untuk melaksanakan Hak Opsinya mengambil kembali barang Jaminan 

milik Penggugat tersebut dari Tergugat II, agar dengan demikian Penggugat dapat segera 

menarik kembali barang Jaminan miliknya tersebut, namun ternyata teguran-teguran dari 

Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I hingga masa hak opsi terlewati, dan 

bahkan Penggugat pada tanggal 5 April 2000 telah menerima tembusan surat dari 

Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat I, perihal:"  Somasi untuk mengkosongkan
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Tanah dan Bangunan di Jl, Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta P usa t", dengan demikian 

maka tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan Hak Opsi untuk mengambil kembali 

barang Jaminan milik Penggugat tersebut adalah merupakan Tindakan ingkar janji / 

W anprestasi yang merugikan Pengugat;

Bahwa demikian pula tindakan Tergugat II yang memerintahkan agar tanah dan 

bangunan di Jl. Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat milik Penggugat tersebut segera 

dikosongkan adalah keliru dan bertentangan dengan hukum, karena tanah dan bangunan 

dim aksud hanyalah dijadikan sebagai Jaminan hutang Tergugat I yang disertai hak Opsi, 

dan bukan pengalihan Hak, untuk itu maka tindakan Tergugat II tersebut adalah 

^merupakan tindakan ingkar janji /Wanprestasi yang merugikan Penggugat ;

Bahwa dengan adanya maksud dari Tergugat II yang akan mengkosongkan tanah
o \

bangunan milik Pengugat, sedangkan atas tanah dan bangunan dimaksud hanyalah 

adikan sebagai Jaminan Hutang Tergugat I, dengan demikian maka tindakan Tergugat

II tersebut adalah bertentangan dengan hukum, untuk itu guna menghindari tindak lanjut 

dari Tergugat II yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah 

sepatutnya Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan tertanggal 12 Maret 1999 Juncto Akta 

Kuasa No. I 8 tertanggal 23 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Tahir Kamili, SH, 

di Jakarta sepanjang mengenai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia, 

berikut bangunan rumah tinggal diatasnya, yang terletak di Jl. Suwiryo No. 49, Menteng, 

Jakarta Pusat, milik Penggugat haruslah dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan 

tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan Hak Opsi untuk 

mengambil kembali barang Jaminan milik Penggugat tersebut telah menimbulkan 

kerugian bagi Penggugat, baik Moril maupun Materiel, yang besarnya bila dihitung 

dengan uang besarnya Rp. 5.500.000.000,- (lima milyard lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk menjaga gugatan Penggugat tidak sia sia mohon Kepada 
i

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan untuk meletakan Sita Jaminan terlebih 

dahulu atas : a. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia, seluas : \$2 m2, 

berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai
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Jalan Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat dan b. Harta kekayaan Tergugat I yang 

akan diajukan kemudian di persidangan ;

Bahwa oleh karena.dasar gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan pada 

alasan hukum yang benar disertai bukti authentik, karenanya cukup alasan apabila 

putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, verset, 

banding, ataupun Kasasi (uit voerbaar bij Voerraad), dan kepada para Tergugat haruslah 

dibebani pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara in i;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini mohon kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara 

ini serta memutus sesuai dengan rasa keadilan sebagai berikut:

PRIM AIR:

^^M engabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;

enyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan ; 

enyatakan Tergugat f dan Tergugat 11 telah melakukan ingkar janji / Wanprestasi 

yang merugikan Penggugat;

4. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia, seluas . 6S_ n\_, 

berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, setempat diken,. 1 

sebagai Jalan Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat adalah sebagai Jaminan 

Hutang Tergugat I ;

5. Menghukum Tergugat I untuk segera membayar hutangnya kepada Tergugat II 

sebesar Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyard tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah 

perkara ini diputus ;

6. Menghukum Tergugat II untuk menerima pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat 

I tersebut;

7. Menghukum Tergugat II atau pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya 

~ untuk segera mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor . 198/Gondangdia

Kepada Penggugat setelah Tergugat I melaksanakan pembayaran hutangnya kepada 

Tergugat II sebagaimana butir 5 diatas ;

8. Menyatakan. A '  y
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8. Menyatakan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan tertanggal 12 Maret 1999 dan Akta 

Kuasa No. 18 tertanggal 23 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Tahir Kamili, 

SH, sepanjang ntengenai. tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia berikut 

bangunan rumah tinggal diatasnya, yang terletak di Jl. Suwiryo 49, Menteng, Jakarta 

Pusat, adalah batal atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum (Buiten 

effect S tellen);

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.

5.500.000.000,- (lima milyard lima ratus juta rupiah) setelah perkara ini diputus, 

seketika secara tunai dan lunas ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et 

b o n o );

Bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat ff mcngajvkan 

gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan pasal 1 Akta No 16 tanggal 23 Maret 1999 maka apabila 

Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak mengosongkan rumah maka dikenakan denda 

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari dengan maksimal 30 hari ;

Bahwa akibat adanya gugatan ini Tergugat II/Penggugat Rekonpensi sangat 

dirugikan secara materiil maupun immateriil sebesar Rp. 1 milyard ;

Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

memberikan putusan sebagai berikut :

1 . Mengabulkan seluruh gugatan penggugat Rekonpensi ;

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum yang

\p a n d in g ,  atau Kasasi (uit voerbaar bij Voerraad) ; 

¿^S tlB S ID A lR  :

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

-M e n y a ta k a n  putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet,

mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat Rekonpensi ;

3. M enghukum ^^^-
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3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar 

Rp. 2.000.000,- X 30 hari = Rp. 60.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar 

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) kepada Penggugat rekonpensi 

selembat lambatnya 7 hari sejak permohonan ini dikabulkan dan mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap ;

Atau apabia mejelis berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang benar dan 

seadil adilnya, untuk kemaslahatan masyarakat banyak;

Bahwa terhadap dalil dalil gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi 

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam surat kuasa Penggugat Rekonpensi tidak memberikan hak kepada 

untuk mengajukan gugatan rekonpensi;

;, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

i putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Juli 2000 No. 

.Jkt. Pst. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1 . Mengabulkan gugatan PenggUgaC sebagian ;

2 . Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;

3. Menyatakan tanah sertifikat Hak Milik N om or: i 98/Gondangdia, seluas : 682 

m2 , berikut sebuah bangunan rumah tangga yang berdiri diatasnya, setempat 

dikenal sebagai Jalan Suwiryo No. 479, Menteng, Jakarta Pusat adalah sebagai 

jaminan hutang Tergugat l ;

4. Menghukum Tergugat l untuk segera membayar hutangnya kepada Tergugat II 

sebesar Rp. 3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) 

setelah perkara ini diputus ;

5. Menghukum Tergugat II untuk menerima pembayaran yang dilakukan oleh 

Tergugat I tersebut;

6. Menghukum^^-
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6. Menghukum Tergugat II atau pihak manapun yang memperoleh hak 

daripadanya untuk segera mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 

198/Gondangdia kepada Penggugat setelah Tergugat I melaksanakan 

pembayaran hutangnya kepada Tergugat I I ;

7. Menyatakan Akta Penyerahan Jaminan tanggal 12 Maret 1999 dan Akta Kuasa 

No. 18 tanggal 23 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Tahir Kamili, SH, 

sepanjang mengenai tanah Sertitikat Hak Milik No. 198/Gondangdia, berikut 

bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Suwiryo No. 49, 

Menteng Jakarta Pusat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara

^>erikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, setempat dikenal 

sebagai Jalan Suwiryo No. 49, Menteng, Jakarta Pusat adalah syah dan berharga

9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya

DALAM r e k o n p e n s i  :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan ;

2. Menerma eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi untuk membayar biaya 

perkara yang hingga keputusan mi diperhitungkan sebesar Rp. 498.000,- (empat 

ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat
4

Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan 

putusannya tanggal 27 Nopember 2001 No. 335/Pdt/2001/PT.DKI. yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut:

Sita Jaminan tanggal 14 April 2000 No. 137 / PDT.G.2000 /PN.JKT.PST
c \
^^terhadap: "sebidang tanah Hak Milik Nomor : 198/Gondangdia, seluas : 682 m2,

Menerima.
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- M enerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding I 

semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konpensi / 

Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut;

- M embatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 2000 No. 

137/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut;

DENGA N M EN GA D ILI S E N D IR I:

D ALAM  KON PENSI :

- M enolak Gugatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat 

Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

- M enyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita

<V Jam inan tanggal 14 April 2000 No. 137/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST terhadap 
'  C‘\

?A ebidang tanah Hak Milik No. 198/Gondangdia, seluas 682 M2 berikut 
P |

angunan rumah tinggai yang berdiri dialasnya, setempat dikenal sebagai il. 

Suwiryo No. 49 Menteng, Jakarta Pusat adalah tidak sah dan tidak berharga ;

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Sita Jaminan 

te rsebu t;

DALAM  R E K O N PE N SI:

Menyatakan Gugatan Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konpensi / 

Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM  KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam 

Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, yang 

untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua 

belah pihak pada tanggal 20 Mei 2002 kemudian terhadapnya oleh Penggugat 

Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa *
khusus tanggal 21 Mei 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28
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Mei 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 137/Pdt.G/2000/PN. 

Jkt. Pst jo  No. 46/Srt.Pdt.Kas/2002/PN. Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang 

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 

tanggal 28 Mei 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Juni 2002 

telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban 

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 

tanggal 1 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah 

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan 

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan 

sebut formil dapat diterima ;

hukum, sehingga dalam putusannya terdapat suatu kekeliruan yang sangat fatal 

dan merugikan Pemohon Kasasi, dimana pada halaman 6 sampai halaman 9 

Putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengambil 

pertimbangan hukum putusannya didasarkan pada :

a. Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan, tanggal 12 Maret 1999 ( T.II-13 ) ;

b. Akta Peijanjian Kredit Dengan Jaminan No.68, tanggal 7 Mei 1997 (Bukti

Padahal akta akta tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum 

sebagaimana ditegaskan " bahwa para pihak yang satu terhadap yang lainnya 

telah saling setuju dan mufakat bahwa hutang piutang antara Pihak Pertama 

dan Pihak Kedua telah dilunasi oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan 

pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua 3 (tiga) hak atas tanah "...

- penim bang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 
lmemon kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi DKJ Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan

T.II-2)

dstnya.
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Bahwa demikian pula Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru 

dalam menerapkan hukum, sehingga dalam putusannya terdapat suatu 

kekeliruan yang sangat fatal dan merugikan Pemohon Kasasi, yakni dengan 

menyatakan bahwa " oleh karena \tu Terbanding semula Penggugat Dalam 

Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak berwenang lagi untuk 

m empergunakan Hak Opsi tersebut terhitung sejak tanggal 23 Maret 2000 

tersebut ", sebagaimana seperti yang disebutkan dalam pertimbangan hukum 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 9 alinea 3 putusannya tersebut; 

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, terbukti Pengadilan Tinggi DKI 

Jakarta telah tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti dalam perkara a quo, 

sehingga salah dan keliru menilai kualitas Pemohon Kasasi / semula Penggugat 

A^Dalam perkara a quo, karena senyatanya Pemohon Kasasi /  semula Penggugat 

^  Terbanding bukanlah pihak dalam Perjanjian tersebut, melainkan barang 

iliknya berupa tanah Hak Milik No. 198/Gondangdia, berikut bangunan 

rU/n3^  yang berdiri diatasnya, yang terietak di Jl. Suwiryo No. 49 Menteng, 

Jakarta Pusat tersebut, yang dukai pepanjian  sebagai barang Jaminan

untuk pembayaran hutang Termohon Kasasi I /  semula Tergugat 1 Konpensi 

kepada Termohon Kasasi II / Tergugat II Konpensi, sebagaimana yang 

dituangkan didalam Perjanjian No. 16 tanggal 23 Maret 1999 ;

Dengan demikian maka Hak untuk melaksanakan Opsi sebagaimana yang 

diatur didalam Perjanjian No. 16 tanggal 23 Maret 1999 tersebut adalah pada 

Tergugat i Dalam Konpensi ; Pembanding / kini Termohon Kasasi I, dan bukan 

Pemohon Kasasi, dan oleh karena dengan tidak dilaksanakannya Hak Opsi 

tersebut oleh Termohon Kasasi I / Tergugat I, maka berakibat barang Jaminan 

m ilik Pemohon Kasasi belum dapat dikembalikan kepada Pemohon Kasasi, 

'untuk itu maka perbuatan Termohon Kasasi I / Tergugat I tersebut adalah 

perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi, oleh karenanya 

m aka terbukti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan a quo telah salah
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dalam menerapkan hukum, dan karenanya sudah sepatutnya putusannya 

haruslah dibatalkan;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan 

hukum, sehingga dalam putusannya terdapat suatu kekeliruan yang sangat fatal 

dan merugikan Pemohon Kasasi, yakni mengenai perbuatan " ingkar janji ", 

sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 sampai 

halaman 10 yang menyatakan bahwa Hak Opsi telah berakhir pada tanggal 12

berpendapat sebagai b e rik u t:

M engenai keberatan keberatan ad 1 s/d ad 3:

Bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi 

Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian 

yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat 

dipertim bangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat 

kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan 

hukum , sebagai m ana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang Undang No. 14 tahun 1985 

sebagaim ana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 ;

M enim bang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lagi pula dari sebab 

tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini bertentangan 

dengan hukum  dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh 

Pem ohon Kasasi Ny. JU D IT H  SOERYADJAYA tersebut harus ditolak ;

M enim bang, oleh karena Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi telah 

dinyatakan (ditolak, m aka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi i n i ;

M aret 2000 atau setidak tidaknya tanggal 23 Maret 2000 karena itu Pemohon
Y ^ \

vKasasi dinyatakan tidak berwenang lagi mempergunakan Hak Opsi terhitung

inimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan tersebut Mahkamah Agung

;ejak tanggal 23 Maret 2000 ;
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M emperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004 dan Undang- 

undang N o. 14 tahun \9&S telah diubah dengan Undang Undang No. 5 tahun

2004 yang bersangkutan ;

kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) ;

D em ikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari 

Selasa tanggal 15 M aret 2006 dengan Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH Ketua Muda 

yang ditunjuk oleh Ketua M ahkamah Agung sebagai Ketua Sidang Titi Nurmala Siagian, 

SH ., M H. dan Chairani A. Wani, SH., MH. Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam 

Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan 

dihadiri Titi N urm ala Siagian, SH., M H dan Chairani A. Wani, SH., MH. Hakim -  Hakim 

A nggota serta Tri Peni Irianto Putro, SH. M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri 

oleh kedua belah pihak ;

M E N G A D I L I

M enolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. JU D ITH

S O E R Y A D JA Y A  tersebut ;

M enghukum  Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Anggota A nggo ta: K e t u a :

Ttd./T iti Nurmala Siagian, SH., MH Ttd./Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH

Ttd./W idayatno Sastrohardjono, SH., MS.c.

Biaya biaya :
M a te ra i........
Redaksi ......
Adm . Kasasi

Rp. 6.000 ,- Panitera Pengganti:
Rp. 1. 000,- Ttd./ Tri Peni Irianto Putro, SH. M.Si. 
Rp. 393 .000 .- 
Rp. 400.000,-Jum lah

Untuk Salinan

Parwoto^Wigniosumarto, SH 
N ip .040018142
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